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INTISARI 
ANDI MEEGIE SENNA, NIM E12110260. ANALISIS POTENSI 
PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA 
PALOPO, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai 
pembimbing I dan Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
pengembangan potensi pariwisata pada pelaksanaan otonomi daerah di Kota 
Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembangan potensi pariwisata di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan 
menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata 
lisan maupun tertulis. Display data juga akan mengambil bagian yang utama 
dalam rangka penyajian data dalam bentuk matriks. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan 
penelusuran data online. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi 
pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah, berbagai upaya yang telah 
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti mempromosikan 
objek-objek wisata yang ada di Kota Palopo melalui berbagai media baik 
cetak seperti koran dan majalah wisata, maupun elektronik seperti stasiun 
televisi dan promosi langsung seperti ikut kegiatan pameran dan expo. 
Mengembangkan sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Palopo dilakukan dengan cara memberikan pelatihan 
kepariwisataan, workshop pengembangan SDM, pelatihan-pelatihan yang 
tepat dan efektif serta studi banding ke beberapa daerah yang sukses dalam 
dunia pariwisata. Bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan 
maupun dalam mempromosikan objek wisata. Dampak langsung yang 
dirasakan bagi masyarakat sekitar objek wisata seperti membuka lapangan 
pekerjaan, memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menambah 
pendapatan sehari-hari  dengan cara berdagang atau menjual jajanan khas 
kota palopo, menawarkan produk kerajinan tangan lokal di kawasan objek 
wisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan potensi 
pariwisata adalah faktor pendukung yaitu lokasi yang cukup strategis, 
budaya, tersedianya sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat 
yaitu potensi yang belum dikelola secara serius, promosi dan pengembangan 
pariwisata yang masih kurang, sumber daya manusia yang berkualitas dalam 
bidang kepariwisataan masih terbatas, terbatasnya anggaran sektor 
pariwisata, sarana dan prasarana pendukung di objek-objek wisata kurang 
memadai. 
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ABSTRACT 
 
ANDI MEEGIE SENNA, NIM E12110260. THE POTENTIAL ANALYSIS OF 
TOURISM ON REGIONAL AUTONOMY IN PALOPO, guided by Prof. Dr. H. 
Juanda Nawawi, M.Si as a Preceptor I and Dr. Indar Arifin, M.Si as second 
counselor. 
This research aims to identify and analyze the potential development 
of tourism on the implementation of regional autonomy in Palopo , South 
Sulawesi and the factors that influence the development of tourism potential 
in Palopo, South Sulawesi. 
This is qualitative analysis technique , by describe and explain the 
results of the research in the form of words that  is spoken or written. 
Qualitative data analysis will be pursued through data reduction , by choose 
the things that are in accordance with the principal focus of the research , to 
provide an overview of the observations . Display data will also take a part in 
the main frame of presentation in the matrix form. The data were collected by 
using library research techniques, observation, interviews and online data 
retrieval. 
The results showed that in the development of the tourism potential in 
the implementation of regional autonomy, various efforts have been made by 
the Department of Culture and Tourism such as promoting tourism objects 
that exist in Palopo through print media such as newspapers and travel 
magazines and electronic media such as television commercials and 
promotion directly by involved activities such as fairs and expo. They Develop 
their human resources by provide a training of tourism, human resource 
development workshops, an effective and comparative of trainings and 
studies in several areas that success in tourism. They are working together 
with the private companies in the managing and promoting the tourism object. 
Besides that, the impacts are directly felt the society around the tourism 
object such as job opportunities, provide an opportunity for the society to 
increase their daily income by trade or sell Palopo’s special snack, offering a 
local handicrafts products in the area of tourism object. The Factors that 
influence the development of tourism potential are supporting factors such as 
strategic location, culture, availability of infrastructure, and the obstacle 
factors are they cannot managed the potential seriously, promotion and 
development of tourism is still lacking, qualified human resources in the 
tourism is still limited, the limited budget of the tourism sector, supporting 
facilities and infrastructure in the tourism objects are inadequate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2004 pada prinsipnya 
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan  mengurus  
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi 
masyarakat serta kondisi  objektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat 
meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses 
demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang.  
Otonomi sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan kembali 
melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 adalah 
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, istilah 
dekonsentrasi yang diartikan sebagai pengesahan wewenang pemerintah 
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yang pelimpahan pusat 
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kepada daerah otonom yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 
Gubernur, atau Bupati Daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 
Isu strategis (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang terkait dengan 
pariwisata di era otonomi daerah yaitu : Pertama dalam masa penerapan 
otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar 
daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan 
komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor seperti: 
a. Lemahnya pemahaman tentang pariwisata. 
b. Lemahnya kebijakan pariwisata daerah. 
c. Tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi. 
Pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat 
secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa 
melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan 
pengembangan daerah tetangganya maupun provinsi/kabupaten/kota 
terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang 
pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang 
dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya tidak lintas 
Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak lagi mengenal batas 
karena kemajuan teknologi informasi. 
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Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia 
yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, 
walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi 
kepariwisataan. Pemusatan kegiatan pariwisata adalah dengan telah 
terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, 
sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya. 
Kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan 
masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan 
mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik 
dan menarik seperti yang dilakukan oleh Negara pesaing. Salah satu 
kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah 
bersaing dengan negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan 
kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia 
kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produk 
baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar. 
Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah yang 
berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata 
pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola 
pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, 
maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini 
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membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, 
komprehensif dan sinergis. 
Isu keempat dapat dilihat dari banyaknya daerah tujuan wisata yang 
sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan 
budaya yang dimilikinya. Namun belum bisa dijual atau mampu bersaing 
dengan daerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. 
Daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu 
pelayanan yang diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum 
memadai, atau karena belum dibangunnya citra yang membuat wisatawan 
tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya. 
Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, 
dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, 
merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan 
keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional dengan daerah lain. 
Kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus 
memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan.  
Produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi 
informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus 
meningkatkan kemampuan pariwisata daerah menembus pasar internasional. 
Daerah harus melakukan inovasi, kreasi dan pengembangan terhadap 
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potensi pariwisata dengan mencari dan menciptakan peluang baru terhadap 
produk pariwisata yang diunggulkan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, dunia 
usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar 
berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung 
tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan 
kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan 
perdamaian dunia. 
Pariwisata di era otonomi daerah merupakan wujud dari cita-cita 
Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti 
bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan 
kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, 
terutama dari sektor perekonomian.  
Kota Palopo memiliki potensi pariwisata cukup banyak yang bisa 
dimanfaatkan. Kota palopo merupakan kota yang memiliki keragaman 
budaya dan tradisi yang selalu menarik untuk diperhatikan. Tidak hanya itu, 
kota yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan itu, berjarak 326 
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km dari Kota Makassar, juga memiliki sejumlah lokasi wisata budaya dan 
wisata alam yang potensial untuk dikembangkan seperti, Rumah Adat 
Langkanae, Museum Batara Guru, Bukit Sampoddo’, Pantai Labombo, Pantai 
Songka, Desa Wisata Latuppa. 
Potensi wisata tersebut patut untuk dikembangkan oleh pemerintah 
daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai leading 
sector dengan menata sektor-sektor pariwisata yang dimiliki. Namun 
kenyataannya beberapa potensi-potensi wisata yang ada belum 
dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata. Banyak dari potensi wisata tersebut 
terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik, seperti objek wisata alam Pantai 
Songka yang saat ini belum ada aktifitas, sarana dan prasarana penunjang 
objek wisata seperti objek wisata alam lainnya, Rumah Adat Langkane, 
kebersihan lingkungan sekitar kurang terawat, padahal rumah adat tersebut 
kerap digunakan sebagai tempat kegiatan sanggar budaya dan kegiatan adat 
lainnya, dan akses menuju objek wisata desa latuppa masih kurang 
memadai. 
Kondisi lingkungan, sarana dan prasarana objek-objek wisata Kota 
Palopo masih kurang memadai, serta daya tarik objek wisata masih relative 
belum banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, 
diperlukan adanya perhatian yang mendalam dari Pemerintah Daerah, 
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khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar upaya pengembangan 
sektor pariwisata yang dilakukan bisa memberikan hasil yang optimal dan 
menguntungkan bagi masyarakat lokal. 
Pengembangan potensi objek pariwisata daerah perlu mendapat 
perhatian bahwa terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau 
berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan 
dipahami apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan 
potensi objek pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi 
daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan potensi objek pariwisata 
daerah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
sekitar dan mendorong program pembangunan daerah. 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, untuk mengkaji lebih jauh 
mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka judul 
penelitian “Analisis Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi 
Daerah di Kota Palopo”. 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Pengembangan Potensi 
Pariwisata di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengembangan Potensi 
Pariwisata Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan 
kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya 
dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan 
potensi pariwisata dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
2. Manfaat Praktis, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah 
dan pihak-pihak yang terkait mengenai pengembangan potensi objek 
pariwisata di Kota Palopo. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga 
menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan 
mengenai Konsep Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pariwisata dan Kerangka 
Konseptual. 
2.1. Desentralisasi 
Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu 
“de” lepas “conterum’’ pusat. Jadi berdasarkan peristilahannya desentralisasi 
adalah melepaskan dari pusat. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa 
efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah negara itu pada umumnya 
terdiri dari berbagai aturan daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat 
khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor  geografis (keadaan 
tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat 
pendidikan/pengajaran, dan sebagainya). 
Negara Kesatuan hanya terdapat pada UUD dan berbagai UU ciptaan 
lembaga legislatif nasional. Baik dalam Negara Kesatuan, maupun Negara 
Federal seringkali diselenggarakan desentralisasi. Dalam Negara Kesatuan, 
penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah dengan 
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membentuk UU Pemerintahan Daerah sesuai dengan UUD Negara yang 
bersangkutan. 
Terselenggaranya desentralisasi dalam kedua bentuk negara tersebut 
diciptakan Pemerintah Daerah (local government) oleh Pemerintah Pusat 
dalam Negara Kesatuan atau Pemerintah Negara bagian dalam Negara 
Federal. Keberadaan local government adalah subordinate dan dependent 
terhadap Pemerintah dalam Negara Kesatuan atau Negara bagian dalam 
Negara Federal. 
Secara konseptual, local berarti masyarakat setempat. Karena 
desentralisasi sebenarnya otonomisasi suatu masyarakat setempat. Namun, 
dalam pustaka Indonesia istilah local diterjemahkan menjadi daerah. 
Akibatnya terkesan yang berotonomi adalah daerah bukan masyarakat 
setempat. 
Konsep desentralisasi lebih diperkaya dengan munculnya pemikiran-
pemikiran lain, misalnya pemikiran Koswara (Sarundajang, 2011 : 63), 
mengemukakan bahwa : 
”Kebijakan pemberian otonomi daerah yang dikaitkan dengan masalah 
sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan tergantung pada 
banyak hal. Dikemukakan bahwa desentralisasi ketatanegaraan itu 
dibagi menjadi dua macam yaitu : a). Desentralisasi teritorial 
(territoriale decentralisatie), yakni pelimpahan kekuasaan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing 
(otonom); b). Desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie), 
yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu 
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atau beberapa kepentingan tertentu. Dalam desentralisasi semacam 
itu dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu itu 
diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan sendiri. 
Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini hanyalah memberikan 
pengesahan atas segala sesuatu yang telah diterapkan oleh 
kelompok-kelompok kepentingan tersebut”. 
Koswara  (Sarundajang, 2011: 72), mengemukakan bahwa terdapat 
tiga hal yang menjadi pertimbangan apakah suatu negara menganut 
sentralisasi atau desentralisasi yaitu : 
“Pertama, seringkali falsafah politik bangsa tertentu tercermin pada 
tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Negara dengan 
pandangan sosialis yang tradisional lebih cenderung melaksanakan 
sentralisasi. Hal itu berlaku sekalipun sistim kenegaraan bersifat 
federal. Kedua, struktur konstitusional dan sistim pemerintahan negara 
tertentu juga berpengaruh. Di dalam pola yang ideal, negara-negara 
yang memiliki bentuk kesatuan lebih cenderung ke arah sentralisasi. 
Akan tetapi dalam kenyataan empiris, negara kesatuan dapat pula 
memberikan desentralisasi dan otonomi yang luas. Sebaliknya di 
negara federal juga dapat ditemukan kebijakan, rencana, dan program 
pemerintahan yang bersifat sentralistis. Ketiga, seringkali masalah 
sentralisasi dan desentralisasi terkait pula dengan tingkat 
perkembangan bangsa pada negara-negara yang baru merdeka. Pada 
awal kemerdekaan pembinaan kesatuan bangsa terasa lebih penting. 
Hal itu kemudian tercermin dalam kebijkaan dan tata cara 
penyelenggaraan pemerintahannya yang sentralistis”. 
Hubert J.B Allen (Sarundajang, 2011: 74), ada tiga belas manfaat dari 
kebijakan desentralisasi : 
1) “Kelancaran (decongestion), 
2) Kecepatan (speed), 
3) Kenyamanan (convenience), 
4) Koordinasi (coordination), 
5) Penghematan (economy), 
6) Realitas Ekonomi (economic realism), 
7) Realitas sosial (social realism), 
8) Pemerataan Manfaat (distribution of benefits), 
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9) Partisipasi (participation), 
10) Pendidikan Politik (political education),  
11) Solidaritas Nasional (national solidarity), 
12) Penyebaran Kewenangan (diffusion of power), dan 
13) Mobilisasi Sumber Daya (resource mobilitation)”. 
Riwu Kiwo (Rachman Sjaiful, 2004 : 87-89), mengatakan bahwa 
kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam 
pemerintahan adalah sebagai berikut : 
“Kelebihan Asas Desentralisasi : 
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 
2. Keseimbangan dan keserasian daerah tidak perlu menunggu 
antara bermacam-macam instruksi dari pusat. 
3. Desentralisasi teritorial, dapat segera mendorong dilaksanakan. 
4. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi 
kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih 
mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan/keperluan dan keadaan 
khusus daerah. Jika terjadi hal yang tidak baik untuk suatu daerah 
tertentu, maka lebih mudah ditiadakan atau diadakan dengan 
ketentuan-ketentuan tambahan. 
5. Dengan adanya desentralisasi, daerah otonom dapat merupakan 
semacam labolatorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan 
pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal 
yang baik bagi seluruh negara dapat dijalankan pada seluruh 
negara. 
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pihak 
pemerintah pusat. 
7. Secara psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan 
kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung pada 
sasaran. 
Kelemahan asas desentralisasi : 
1. Karena besarnya organisasi pemerintahan, maka struktur 
pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit birokrasi. 
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang 
membutuhkan tindakan cepat, kepentingan dan daerah dapat lebih 
mudah terganggu. 
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3. Dapat mengurangi birokrasi, dalam arti yang buruk karena setiap 
keputusan dapat menimbulkan ego kedaerahan. 
4. Keputusan yang diambil, pengkhususan yang berguna memerlukan 
waktu yang lama, khususnya karena memerlukan proses 
perundingan yang panjang. 
5. Penyelenggaraan desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan 
untuk memperoleh keseragaman teritorial. Sebaliknya, bagi hal-hal 
yang kebaikannya terbatas hanya khusus untuk daerah tertentu, 
maka penerapannya juga hanya untuk khusus daerah tertentu 
saja”. 
 
2.2. Otonomi Daerah 
Konsep otonomi dalam asal kata diartikan sebagai undang undang 
(nomos), sendiri (autos). Undang-undang itu sendiri dimaksudkan sebagai 
aturan hukum yang karena isinya mengatur sehingga konsep otonomi dapat 
pula diartikan sebagai perundang-undangan sendiri. Apa yang diatur  dan 
bagaimana pengaturan itu dilakukan menempatkan konsep otonomi dapat 
digunakan dalam berbagai keperluan sesuai konteksnya. Dapat saja yang 
diatur adalah organisasi negara, organisasi daerah, organisasi swata dalam 
berbagai bentuknya dan pengaturannya diseuaikan dengan tuntutan 
kebutuhan organisasi itu sendiri. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2004, otonomi 
daerah pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
mengatur dan  mengurus  kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 
sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi  objektif daerahnya. Otonomi daerah 
akan bertumpu pada pengaturan rumah tangga sendiri yang di dalamnya 
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dapat dipastikan akan terjadi interkoneksita manusia dengan sesama dan 
lingkungannya, terlepas dari pengaturan yang berlangsung yang dibangun 
atas dasar berbagai kehendak.   
2.2.1. Hakekat Otonomi Daerah 
Otonomi pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 
bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang 
lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Keberadaan 
pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan 
dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
menggalakkan prakarsa dan peran aktif memasyarakatkan serta 
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu 
dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung 
jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 
Moh. Haifa (Sarundajang, 2011 :  79), mengatakan bahwa: 
“Otonomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang berada dalam 
territorial tertentu yang semula tidak mempunyai otonomi menajdi 
memiliki otonomi. Masyarakat ini kemudian menjelma menjadi daerah 
otonom. Tujuan dari pemberian otonomi itu adalah : (1). Peningkatan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; (2). 
Pengembangan kehidupan demokrasi; (3). Distribusi pelayanan publik 
yang semakin baik, merata dan adil; (4). Penghormatan terhadap 
budaya lokal; (5). Perhatian atau potensi dan keanekaragaman 
daerah”. 
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Ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah yang tercermin dalam 
kesamaan pendapat dan kesepakatan the founding fathers tentang perlunya 
desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan pemberian 
otonomi daerah setidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut : 
1. Segi Politik, adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi 
dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, 
maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam 
rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. 
2. Segi Manajemen Pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas 
jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. 
3. Segi Kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat. Dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
semakin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian 
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses 
pertumbuhannya. 
4. Segi Pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program 
pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin 
meningkat. 
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Tujuan utama dianutnya pemberian otonomi daerah agar kebijakan 
pemerintah lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. 
Motivasinya adalah, pertama, karena kebhinekaan dalam kehidupan 
masyarakat. Kedua, pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. 
Ketiga, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah. Keempat, mendidik dan 
memberdayakan (empowering) masyarakat dalam segala segi kehidupan 
(ipoleksosbud, hankam dan agama). Kelima, pemerataan kemampuan 
daerah dengan memperhatikan kondisi setiap daerah yang berbeda-beda, 
tetapi tetap merupakan satu kesatuan berwawasan nusantara. 
2.2.2. Macam - Macam Otonomi  
Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara, 
terhadap berbagai utusan di daerah, dimana suatu urusan tetap menjadi 
urusan Pemerintah Pusat dan urusan lain menjadi urusan rumah tangga 
daerah sendiri, sehingga harus ada pembagian yang jelas. Dalam rangka 
melaksanakan cara pembagian urusan itu dikenal adanya otonomi yang telah 
dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah tangga daerah. 
Perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi beberapa 
jenis sesuai dengan kondisi. Hal ini telah dibahas secara rinci oleh Koswara 
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(Sarundajang, 2011 : 83), yang mengemukakan lima macam otonomi yang 
pernah diterapkan di berbagai negara, yakni : 
“Pertama, Otonomi Organik, yang mengatakan bahwa rumah tangga 
adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya 
badan otonomi atau daerah otonom. Kedua, Otonomi Formal yang 
menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan 
urusan-urusan yang dipandangnya lebih banyak diurus pusat, 
sedangkan sisanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Ketiga, 
Otonomi Material yaitu bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan 
menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. 
Keempat, Otonomi Riil pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan 
tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut 
didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah 
yang menyelenggarakannya. Kelima, Otonomi Nyata, Bertanggung 
Jawab dan Dinamis, otonomi daerah adalah hal, wewenang, dan 
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Otonomi nyata bermakna bahwa penyusunan dan pembentukan 
daerah serta pemberian pemerintahan di bidang tertentu kepada Pemerintah 
Daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang hidup dan 
berkembang secara objektif di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab 
hakekatnya supaya pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah 
senantiasa diupayakan selaras atau sejalan dengan tujuannya, yaitu 
melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. 
Otonomi yang dinamis adalah kebijaksanaan otonomi yang menghendaki 
agar pelaksanaan otonomi itu senantiasa menjadi sarana untuk memberi 
dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan. 
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2.2.3. Otonomi Daerah Sebagai Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pemerintah dalam dimensi otonomi daerah adalah 
dimaksudkan sebagai kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan 
pemerintah daerah, yaitu penyelenggaraan yang didasarkan atas hak daerah 
untuk mengurus rumah tangganya. Dengan demikian esensi kebijakan 
otonomi daerah adalah adanya hak pengurusan rumah tangga daerah, 
pengurusan itu berlangsung secara materiil, formal atau dalam corak yang 
tertentu adalah tergantung pada model kebijakan otonomi daerah yang 
dikembangkan dalam system pemerintahan daerah sesuai konstitusi dan 
aturan perundangan yang diperlakukan. 
Hak pengurusan rumah tangga daerah pada hakikatnya lahir dari 
kebijakan desentralisasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai 
konstitusi dan aturan perundang-undangan. Dengan perlakuan kebijakan 
pemerintah pusat, maka kebijakan desentralisasi di dalam aktualisasinya 
pada aturan-aturan perundangan akan berbeda-beda sesuai kehendak politik 
pemerintahan yang diperlakukan. 
Otonomi daerah sebagai produk desentralisasi berkembang sesuai 
dengan model desentralisasi yang diperlakukan, maka secara teoritis ada 
tiga model desentralisasi menurut Smith, 1985 (Ali et al,. 2011 : 161) yaitu : 
“Model development, adalah polarisasi kewenangan mengurus rumah 
tangga daerah berubah-ubah sesuai kehendak politik pemerintahan. 
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Model liberal, adalah model yang memperlihatkan pemerintah daerah 
yang berorientasi pada dua fungsi utama, yaitu pelayanan dan 
partisipasi dan didasarkan pada kebebasan daerah untuk 
mengembangkan hak otonomi. Model komunis, adalah model yang 
menempatkan daerah-daerah dalam ketergantungan pada pemerintah 
pusat”. 
2.2.4. Pemerintah Daerah 
Potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik yang sifatnya 
dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, 
batu bara, timah, tembaga, ataupun nikel, melahirkan pertimbangan khusus 
bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerataan daerah. 
Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah membentuk pemerintah 
daerah sekaligus pemberian otonomi tertentu untuk menyelenggarakan 
rumah tangga daerahnya. Dalam konteks ini masih ada kecenderungan 
pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan hingga berakibat daerah 
kehilangan kreativitas dan inovasi. 
Kebutuhan untuk memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh 
adanya variasi dalam hal kepadatan penduduk, intensitas kebutuhan dan 
minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Kepentingan 
potensial pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan tuntutan yang 
semakin besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan. 
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Pembangunan yang semakin luas di daerah telah menciptakan 
wilayah perkotaan, yang pada gilirannya menciptakan tuntutan yang semakin 
kompleks. Semakin besar hambatan, semakin tidak dapat dihindarkan 
masalah sosial yang timbul di wilayah-wilayah tersebut, seperti masalah 
kriminalitas, pemukiman kumuh, persediaan air yang tidak mencukupi, 
fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak memuaskan, 
pengangguran, dan lain-lain. Hal ini tentu membutuhkan penanganan yang 
serius dengan melibatkan unsur lembaga yang mampu menciptakan 
keteraturan. 
Pemerintah daerah dengan berbagai produk peraturannya dipandang 
penting peranannya untuk mengatasi permasalahan yang kompleks, sebab 
jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat terlalu jauh untuk menangani 
masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, masalah keterbatasan 
kemampuan pemerintah pusat juga merupakan salah satu alasan pentingya 
peran pemerintahan daerah. 
Sejarah telah membuktikan bahwa suatu komunitas, sekecil apapun, 
bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. 
Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan 
sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi pemerintahan di dalamnya. 
Tanpa pemerintah daerah sangat tidak mungkin pemerintah pusat dapat 
melayani masyarakat di seluruh negara dengan baik. 
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Pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota, dinas 
daerah harus memainkan peranan yang lebih dominan. Dinas daerah, 
sekaligus tugas dan fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada 
masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi 
ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan imbalan, dan dari sinilah 
daerah dapat menambah pendapatan asli daerahnya. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang 
disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : 
“Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang 
dipimpin oleh seorang kepala dinas yang diangkat oleh kepala daerah 
dari pegawai negeri yang memenuhi syarat atas usul sekretariat 
daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 
sekretariat daerah”. 
 
Dinas pariwisata dan kebudayaan daerah sebagai salah satu dinas 
daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian-bagian 
dari dinas daerah dan daerah lainnya sebagai unsur pelaksanaan daerah 
dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah disektor 
pariwisata. 
Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai dengan pedoman 
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Urusan yang 
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telah diselenggarakan dinas daerah adalah urusan-urusan yang telah 
menjadi urusan rumah tangga daerah. 
2.3. Pariwisata 
2.3.1. Pengertian Pariwisata 
Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang 
terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, 
berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau 
bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-
putar, berulang-ulang atau berkali-kali. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah 
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara. 
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 
waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan 
untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi 
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semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan 
rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 
E.Guyer Freuler (Yoeti, 1982 : 105) merumuskan pengertian pariwisata 
dengan memberikan batasan sebagai berikut : 
“Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari 
jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan 
pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) 
terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh 
bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat 
manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, 
perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan”. 
 
Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk 
mengenal kebudayaan dan pola hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya 
untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu 
sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk 
memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang. 
2.3.2. Potensi Pariwisata 
Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan 
daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini 
pengembangan produk objek dan daya tarik wisata. 
Kepariwisataan  mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi 
atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu 
daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 
disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, 
terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan 
perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam 
masyarakat, kelestrarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan 
nasional.  
Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai 
kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu 
atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi tiga menurut Yoeti (1982), 
yaitu : 
1. Potensi Alam 
Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, 
bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain 
(keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh 
alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan 
sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek 
tersebut. 
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2. Potensi Kebudayaan 
Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik 
berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah 
nenek moyang berupa bangunan, monument. 
3. Potensi Manusia  
Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik 
wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni 
budaya suatu daerah. 
2.3.3. Objek dan Daya Tarik Wisata 
Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 
kepariwisataan Pasal 1 mengatakan bahwa :  
“Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 
dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan 
hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan”.  
Unsur yang terkandung dalam pengertian di atas dapat disimpulkan, 
yaitu: (1) setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan; (2) daya tarik 
dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan 
layak untuk dijadikan suatu produk; (3) yang menjadi sasaran utama adalah 
wisatawan.  
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Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang 
menjadi sasaran perjalanan wisata meliputi : 
“Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta 
flora dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan 
rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang 
langka.Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan 
purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), 
wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat 
hiburan.Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki 
gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air 
deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain”. 
Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan pula pengertian kepariwisataan 
adalah : 
“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan 
Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. 
Pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan pada Pasal 4 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan, bertujuan untuk : 
a. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
c. Menghapus kemiskinan; 
d. Mengatasi pengangguran; 
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
f. Memajukan kebudayaan; 
g. Mengangkat citra bangsa; 
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h. Memupuk rasa cinta tanah air; 
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 
j. Mempererat persahabatan antar bangsa”. 
Konsep pengertian pariwisata di atas memang sudah cukup untuk 
menentukan atau menilai apakah suatu daerah dapat dikatakan sebagai 
Daerah Tujuan Wisata, Tetapi objek wisata tersebut sebaiknya memiliki 
kriteria-kriteria yang memenuhi syarat serta berpotensi sehingga layak untuk 
dijual.  
Yoeti (1982 : 164), mengatakan bahwa ada tiga kriteria yang 
menentukan suatu objek wisata dapat diminati wisatawan, yakni: 
“Pertama, Something To See adalah objek wisata tersebut harus 
mempunyai sesuatu yang biasa dilihat atau dijadikan tontonan oleh 
pengunjung wisata. Dengan kata lain objek tersebut harus mempunyai 
daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan 
yang berkunjung ke daerah tersebut.Kedua, Something To Do adalah 
agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk 
memberikan perasaan senang, bahagia, relax, berupa fasilitas rekreasi 
baik arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari 
tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah 
tinggal di sana. Ketiga, Something To Buy adalah fasilitas untuk 
wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon 
dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai ole-ole”.  
Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang 
menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari 
sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana 
juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan objek wisata.  
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Yoeti (1982 : 181), mengatakan bahwa :  
“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang 
memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan 
berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk 
memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. 
Prasarana tersebut antara lain: 
1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, 
terminal. 
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor 
pos, dan lain-lain. 
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit. 
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun 
pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata. 
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor 
pemandu wisata. 
7. Pom bensin. 
8. Dan lain-lain”. 
Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 
wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata. Objek dan daya tarik wisata 
merupakan salah satu unsur dalam produk pariwisata yang harus mendapat 
perhatian khusus dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan 
kepariwisataan. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke 
dalam : 
a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam 
b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya 
c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus 
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Daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun secara profesional 
sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek 
wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. 
Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada: 
1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 
nyaman dan bersih. 
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 
3. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 
4. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 
yang hadir. 
5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam 
pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. 
6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 
khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai 
luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada 
masa lampau. 
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2.4. Kerangka Konseptual 
Otonomi sendiri menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan kembali melalui UU RI 
No. 12 Tahun 2008 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah Kota Palopo telah 
menunjuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjalankan sesuai 
tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Dalam UU RI No. 10 
Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral 
dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, 
terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan 
perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam 
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masyarakat, kelestrarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan 
nasional. 
Potensi wisata budaya dan wisata alam yang potensial untuk 
dikembangkan di Kota Palopo seperti, Rumah Adat Langkanae, Museum 
Batara Guru, Bukit Sampoddo’, Pantai Labombo, Pantai Songka, Desa 
Wisata Latuppa.  
Pengembangan potensi pariwisata tentunya ada faktor-faktor yang 
mempengaruhi seperti faktor pendukung yaitu letak yang cukup strategis, 
budaya dan tersedianya sarana dan prasarana, sedangkan faktor 
penghambat yaitu potensi yang belum dikelolah secara serius, promosi dan 
pengembangan pariwisata yang masih kurang, sumber daya manusia yang 
berkualitas dalam bidang kepariwisataan masih terbatas, terbatasnya 
anggaran sektor pariwisata dan sarana/prasarana pariwisata di objek-objek 
wisata masih kurang memadai. Mengenai uraian tersebut, maka dapat 
disusun dalam kerangka konsep yang dijabarkan dalam skema berikut : 
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Skema Kerangka Konseptual 2.4.1 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
 
 
WISATA BUDAYA WISATA ALAM 
 
1. RUMAH ADAT 
LANGKANAE 
2. MUSEUM BATARA 
GURU 
 
1. BUKIT SAMPODDO 
2. PANTAI LABOMBO 
3. DESA WISATA LATUPPA 
4. PANTAI SONGKA 
OTONOMI DAERAH 
PERDA KOTA PALOPO NO.3 THN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI & TATA KERJA DINAS 
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
UNDANG-UNDANG RI NO.10 THN 
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN 
DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN 
POTENSI OBJEK PARIWISATA 
FAKTOR-FAKTOR 
YANG 
MEMPENGARUHI 
PENGEMBANGAN 
POTENSI OBJEK 
PARIWISATA 
MASYARAKAT SEKITAR OBJEK 
WISATA 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan 
penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan 
penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara 
proporsional metode yang digunakan. 
3.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan 
yang memiliki potensi wisata yang cukup beragam dan berpotensial untuk 
dikembangkan. Lokasi penelitian ini di Kota Palopo tepatnya pada 
institusi/lembaga yang erat kaitannya dengan pengembangan potensi 
pariwisata di Kota Palopo serta objek-objek wisata, yakni : (1). Kantor Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, (2) Rumah Adat Langkanae, (3) 
Museum Batara Guru, (4) Bukit Sampoddo’, (5) Pantai Songka, (6) Pantai 
Labombo, (7) Latuppa’. 
3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 
3.2.1. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 
sebagai berikut : 
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a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, 
dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya dengan 
penelitian yang dilaksanakan. 
d. Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet 
untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilaksanakan. 
3.2.2. Sumber Data 
a. Data Primer, data yang diperoleh dari: 
 Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Palopo dan objek 
wisata. Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil 
keputusan (kepala dinas), pelaksana kegiatan, dan pengguna layanan 
(masyarakat) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan akhir yang ingin 
dicapai adalah menganalisis dan mengetahui pengembangan potensi 
pariwisata Kota Palopo dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari : 
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Dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-
arsip resmi yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau 
instansi terkait. 
3.3. Informan Penelitian 
 Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih 
adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palopo 
2. Kepala Bidang Kebudayaan 
3. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata 
4. Masyarakat Sekitar Objek Wisata 
5. Pengunjung Objek Wisata 
3.4. Defenisi Operasional 
Definisi Operasional lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian 
ini maka disusun sebagai berikut : 
A. Potensi pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wisata 
budaya (rumah adat langkanae dan museum batara guru) dan wisata 
alam (bukit sampoddo’, pantai labombo, pantai songka, desa wisata 
latuppa). 
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B. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata 
dalam pengembangan potensi objek pariwisata di kota palopo adalah 
hal-hal yang telah dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata 
dalam rangka pengelolaan untuk pengembangan kepariwisataan di 
Kota Palopo seperti : 
1. Promosi dan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan di Kota 
Palopo. 
2. Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Palopo. 
3. Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta. 
4. Analisis Dampak Langsung Bagi Masyarakat Terhadap Objek 
Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.  
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Potensi Objek 
Pariwisata di Kota Palopo : 
1. Faktor Pendukung : 
a. Letak Yang Cukup Strategis 
b. Budaya  
c. Sarana dan Prasarana 
2. Faktor Penghambat : 
a. Potensi Yang Belum Dikelolah Secara Serius 
b. Promosi Dan Pengembangan Pariwisata Yang Masih Kurang 
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c. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Bidang 
Kepariwisataan Masih Terbatas. 
d. Terbatasnya Anggaran Sektor Pariwisata. 
e. Sarana dan Prasarana Pariwisata di Objek-Objek Wisata yang Kurang 
Memadai. 
3.5. Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan 
menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata 
lisan maupun tertulis. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, 
yakni memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, 
dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang hasil pengamatan. Display 
data juga akan mengambil bagian yang utama dalam rangka penyajian data 
dalam bentuk matriks. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan 
Bagaimana Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi 
Daerah di Kota Palopo serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pengembangan Potensi Objek Pariwisata di Kota Palopo. 
4.1. Gambaran Umum Kota Palopo 
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Palopo 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) Palopo, 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan 
perkembangan zaman, gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 
Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota 
Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah 
persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah 
otonom.  
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir 
melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, 
yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip 
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Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur 
kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 
9 Januari 2001, tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip 
Palopo menjadi Kota Otonomi.  
Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi 
Kota Palopo keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo.  
Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo, surat 
dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi 
Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi pula dibarengi oleh Aksi 
Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.  
Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan 
administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis 
Kotip Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat 
pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi 
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Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta 
didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara 
Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, 
sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo 
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. 
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya prasasti 
pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten 
Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah 
Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah 
geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. 
Awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya 
memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. 
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala 
bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan 
kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota 
Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.  
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Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, M.Si yang diberi amanah sebagai penjabat Walikota, mengawali 
pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian 
dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus 
mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo. 
4.1.2. Letak Geografis 
Kota Palopo secara geografis terletak antara 2053’15’’-3004’08’’ 
Lintang Selatan dan 120003’10’’- 120014’34’’ Bujur Timur. Kota Palopo yang 
merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di 
Tanah Luwu. 
4.1.3. Batas Wilayah 
Batas-Batas wilayah Kota Palopo : 
a. Sebelah Utara : Walenrang Kab.  Luwu 
b. Sebelah Timur : Teluk Bone 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bua Kab. Luwu 
d. Sebelah Barat: Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja 
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4.1.4. Luas Wilayah 
Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km2 atau sama 
dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.  
4.1.5. Ketinggian 
Secara administratif Kota Palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 
Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan daratan rendah, 
sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai 
sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo  yang terdiri dari 5 Kecamatan 
yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua.  
Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan 
laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 
persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan 
yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu 
Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan kecamatan Wara Barat. 
4.1.6. Jarak antar Kota 
Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat oleh Pemerintah 
juga tergantung pada jarak suatu daerah. Dapat di lihat pada tabel 4.1 : 
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Tabel 4.1 
Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kota Palopo Tahun 2012 
No Kecamatan Ibukota 
Kecamatan 
Jarak (km) 
(1) (2) (3) (4) 
1. Wara Selatan Songka 3,00 
2. Sendana Sendana 5,00 
3. Wara Dangerakko 1,00 
4. Wara Timur Malatunrung 0,50 
5. Mungkajang Mungkajang 3,00 
6. Wara Utara Salobulo 2,00 
7. Bara Temmalebba 5,00 
8. Tellu Wanua Maroangin 12,00 
9. Wara Barat Tomarundung 2,00 
            Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Dalam Angka 2013 
4.1.7. Keadaan Penduduk 
Penduduk Kota Palopo tercatat sebanyak 152.703 jiwa, secara terinci 
menurut jenis kelamin masing-masing, 74.870 jiwa laki-laki dan 77.833 jiwa 
perempuan. 
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Tabel 4.2 
Kepadatan Penduduk Kota Palopo Menurut Kecamatan di Kota Palopo 
Tahun 2012 
No Kecamatan Luas  (km2) Jumlah Penduduk Kepadatan 
Penduduk 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Wara Selatan 10,66 10.448 980,11 
2 Sendana 37,09 5.915 159,48 
3 Wara 11,49 32.026 2787,29 
4 Wara Timur 12,08 31.998 2648,84 
5 Mungkajang 53,80 7.205 133,92 
6 Wara Utara 10,58 19.628 1855,20 
7 Bara 23,35 23.701 1015,03 
8 Tellu Wanua 34,34 12.076 351,66 
9 Wara Barat 54,13 9.706 179,31 
10 Total 247,52 152.703 616,93 
Sumber  Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Dalam Angka 2013 
4.1.8. Kondisi Sosial dan Budaya 
4.1.8.1. Ketenagakerjaan 
Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 10 
tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan 
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angkatan kerja. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang tercatat yaitu 
4.678 terdiri dari 2.103 laki-laki dan 2.575 perempuan, dan 968 orang 
merupakan pencari kerja yang mendaftar pada tahun 2012 sedangkan 
sisanya merupakan sisa pencari kerja pada tahun sebelumnya. 
4.1.8.2. Agama 
Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan masyarakat yang 
religius, beradat dan berbudaya, bersifat  heterogen  dan  menghargai  
kemajemukan  dengan  pola  hidup perkotaan. Kota Palopo adalah daerah 
yang mayoritas penduduknya menganut agama islam, sejalan dengan hal 
tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh 
lebih banyak dari agama lain, sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah Masjid 
sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga jumlah tempat ibadah untuk 
umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara tempat ibadah umat nasrani 
masing-masing tercatat 68 unit gereja protestan, 5 unit gereja katolik, umat 
budha 2 Unit dan hindu 1unit. 
4.1.9. Sarana dan Prasarana Umum 
4.1.9.1. Pendidikan 
Strategi pembangunan Kota Palopo adalah kota tujuh Dimensi, 
dengan menempatkan prioritas pertama adalah sebagai Kota Religi dan yang 
kedua adalah Kota Pendidikan, seperti dengan daerah lainnya juga 
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mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam 
meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai 
upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam pelaksanaan 
pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan dari sektor lainnya. 
Tabel 4.3 
Jumlah Sekolah di Kota Palopo pada Tahun 2012-2013 
 
 
Sekolah Negeri Swasta Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
TK 2 52 54 
SD 65 11 76 
SLTP 14 7 21 
SMU 7 7 14 
SMK 4 15 19 
MTs 1 6 7 
Perguruan Tinggi 9 5 14 
Jumlah 102 103 205 
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2012-2013  
4.1.9.2. Transportasi  
Pada tahun 2012 panjang jalan di Kota Palopo 408, 161 km, dimana 
menurut jenis jalannya terbagi 54,00 km dibawah wewenang negara, 23,00 
km dibawah wewenang provinsi sedangkan sisanya sebanyak 331,161 km 
dibawah wewenang Pemerintah Kota Palopo. Pada tahun 2012 terdapat 
penambahan panjang jalan sebesar 2,43 persen atau 9,685 km dibawah 
wewenang Pemerintah Kota Palopo. Menurut jenis permukaan jalan yang 
ada pada tahun 2012 terdapat 266,809 km (65,37%) diaspal, 119, 746 km 
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(29,34%) dikerikil, 9,969 km (2,44%) hanya tanah dan 11,637 km (2,85%) 
dengan jenis permukaan lainnya. 
Panjang jalan di Kota Palopo pada tahun 2012 menurut kondisi 
permukaan jalan terbagi atas 278,670 km (68,27%) dengan kondisi baik, 
98,760 km (24,20%) termasuk dengan kondisi sedang dan sisanya sebanyak 
30,731 km (7,53%) dengan jenis permukaan jalan rusak. 
Sarana perhubungan lainnya adalah Infrastruktur jembatan untuk 
meningkatkan akses wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat Kota 
Palopo saat ini berjumlah 150 unit jembatan dengan panjang keseluruhan 
kurang lebih 111.696 meter, baja 1 (unit) jembatan beton, jembatan kayu dan 
gantung dan jembatan darurat. 
4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palopo 
Pelayanan pemerintahan Kota Palopo dalam tahun 2013, mengalami 
peningkatan yang cukup pesat, terlihat dari responsifitas pemerintah 
terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan efesiensi 
pelayanan umum pemerintahan, sehingga pada tahun 2006 administrasi 
pemerintahan dimekarkan dari 4 Kecamatan menjadi 9 (sembilan) 
Kecamatan dan dari 28 Kelurahan menjadi 48 (empat puluh delapan) 
Kelurahan 693 RT, 240 RW, disamping itu sebagai upaya untuk 
meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Palopo juga 
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pada tahun 2007 telah melakukan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (KPTSP). 
Kota Palopo sebagai upaya untuk memantapkan pelayanan dan 
menunjang Visi Kota Palopo Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa 
Terbaik di Kawasan Timur Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pemerintahan, maka saat ini unit kerja Pemerintah Kota Palopo 
terdiri dari 3 Sekertariat, 7 Badan, 16 Dinas, 4 Kantor dan 1 Inspektorat, 
dengan dukungan aparatur sumber daya manusia berdasarkan golongan 
kepangkatan tahun 2008 berjumlah 4.474 orang terdiri dari 33 orang 
golongan I, 1.267 orang golongan II, 1.948 orang golongan III, dan 1.126 
orang golongan IV. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan PNS 
Kota Palopo terdiri dari 82 orang Strata Dua, 1.847 orang strata satu, 846 
Diploma I-III, 1.492 orang SMA, 49 orang SMP, dan 158 orang SD. 
4.2.1. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Palopo 
4.2.1.1. Visi 
Perumusan Visi Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal 
dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang 
yang datang dari lingkungan eksternal organisasi, serta sadar akan 
kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan 
evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan 
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menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kesadaran itu 
dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada 
momentum kedua pembangunan Kota Palopo yang dirumuskan ke dalam visi 
“Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka Di Kawasan Timur 
Indonesia”. 
Visi menjadi gambaran dari ekspresi atas gagasan ideal yang hendak 
dicapai dalam lima tahun ke depan, selain itu visi juga merupakan pernyataan 
aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Palopo dalam bergerak maju secara 
bertahap dan terencana melalui pencapaian target strategis pembangunan 
Kota Palopo.  
4.2.1.2. Misi 
Merealisasikan visi pembangunan Kota Palopo tahun 2008-2013, 
maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang akan 
dijalankan sebagai berikut : 
1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan 
pemerintah dan masyarakat. 
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. 
4. Meningkatkan hubungan kerjasama daerah. 
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5. Mendorong peningkatan kesadaraan hukum dan HAM serta 
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
6. Meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian budaya 
daerah. 
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup 
yang berkelanjutan. 
4.2.1.3. Strategi Pembangunan 
Strategi pembangunan merupakan suatu cara pandang bagaimana 
melihat manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam 
keseimbangan yang harmonis dengan lingkungan fisik, sosial dan budaya 
dan ekonomi. Paradigma pembangunan Kota Palopo adalah pembangunan 
manusia seutuhnya yakni pembangunan manusia yang menyeimbangkan 
antara karakter manusia yang religius, berbudaya dan beradat, dan upaya 
menjadikan manusia yang mampu memanfaatkan segenap potensi sumber 
daya yang ada di lingkungannya antara lain, peluang dagang, industri, 
pariwisata dan sebagainya. Strategi tersebut ditetapkan sebagai strategi 
dasar pembangunan yang ditetapkan dengan singkatan Tujuh Dimensi 
Pembangunan, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Dimensi Religi 
Terciptanya suasana damai, aman, tertib dan hubungan harmonis bagi 
pemeluk agama yang diakui oleh NKRI untuk dapat melaksanakan dan 
mengembangkan syariat agama masing-masing serta interaksi sosial 
kemasyarakatan yang dilandasi oleh etika moral keagamaan. Masyarakat 
Kota Palopo pada dasarnya adalah masyarakat dengan karakter religi yang 
kuat dan mengakar ke dalam segenap sendi-sendi kehidupan berbudaya dan 
bermasyarakat. Karakter religi diharapkan memberikan warna pada semua 
aspek pembangunan daerah di Kota Palopo, hal inilah sehingga aspek religi 
menjadi kekuatan pertama dan utama dalam pembangunan daerah. 
2. Dimensi Pendidikan 
Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang 
handal, profesional, innovatif, kreatif, terampil dan mandiri dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kelembagaan 
pendidikan formal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia 
yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta menjadi 
manusia yang mampu memanfaatkan potensi yang ada pada diri dan 
lingkungannya untuk menunjang kesejahteraan diri, keluarga dan 
lingkungannya. 
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3. Dimensi kesehatan/olahraga 
Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas 
jasmani, yakni jasmani yang memiliki ketahanan kesehatan dan jasmani yang 
memiliki ketahanan fisik. Pembentukan kualitas derajat kesehatan 
masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan 
dasar kesehatan yang terprogram, mandiri dan berkesinambungan serta 
pembinaan keolahragaan baik yang berguna bagi kesehatan masyarakat dan 
pembentukan jasmani yang sehat. 
4. Dimensi Adat / Budaya 
Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pemahaman atas nilai-
nilai sosial dan budaya maasyarakat. Manusia yang berkualitas adalah 
manusia yang beradat, memiliki kepekaan akan keindahan, serta 
kebanggaan akan jati diri sebagai manusia yang dibesarkan dalam 
lignkungan yang beradat dan berbudaya, oleh karena itu upaya pelestarian 
nilai-nilai budaya daerah dan penguatan kelembagaan adat dan budaya 
untuk peningkatan ketahanan sosial terhadap pengaruh budaya luar yang 
tidak sesuai dengan tatanan sosial kemasyarakatan. 
5. Dimensi Dagang 
Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendorong 
berkembangnya aktifitas perdagangan terutama perdagangan berbasis hasil 
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pertanian dan investasi pihak swasta pada sektor pertanian dengan 
dukungan daerah sekitar (hinterland) dan ketersediaan sarana dan prasarana 
perekonomian yang memadai. Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro 
Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) terhadap akses permodalan, 
kemitrausahaan dan informasi peluang pasar. 
6. Dimensi Industri 
Menciptakan tata ruang kawasan industri dan pengembangan sentra 
industri yang berskala menengah, kecil dan home industri yang berorientasi 
pada kebutuhan pasar dan penyerapan tenaga kerja. meningkatkan daya 
saing daerah melalui kemudahan berinvestasi, dukungan infrastruktur, 
kepastian hukum dan jaminan keamanan. 
7. Dimensi Pariwisata 
Menciptakan pelayanan kepariwistaan dengan mengedepankan 
pengembangan potensi obyek dan potensi daya tarik wisata untuk menarik 
minat pelaku usaha sector pariwisata. Salah satu potensi wilayah Kota 
Palopo dalam hal pengembangan pariwisata adalah dengan memperkuat 
posisi Palopo sebagai pintu masuk tujuan wisata toraja melalui promosi 
“Palopo the Heart of Sulawesi”. 
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4.3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo 
4.3.1. Visi dan Misi 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan salah satu pelaku 
pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah merumuskan visi sebagai 
berikut ”Terwujudnya Palopo sebagai Kota yang Berwawasan Budaya yang 
Terkemuka di Indonesia”. 
Visi tersebut memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, guna 
memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk 
menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai 
berikut: 
a. Mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh 
infrastruktur yang memadai. 
b. Memperkuat daya tarik destinasi wisata dan mendorong interelasi 
keragaman budaya. 
4.3.2. Kedudukan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 20 tahun 2003 
Tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Palopo adalah sebagai unsur pelaksana pemerintahan 
kota palopo dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin oleh 
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Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
Palopo melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. 
4.3.3. Tugas Pokok 
Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo yaitu 
melaksanakan tugas Pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan 
pariwisata, serta tugas lain yang diserahkan oleh Walikota. 
4.3.4. Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Membantu Walikota dalam menyusun program dan merumuskan 
kebijakan pembangunan yang mengacu kepada dokumen bidang 
kebudayaan dan pariwisata. 
2. Melaksanakan dan menfasilitasi kegiatan kebudayaan dan pariwisata 
yang meliputi bidang adat istiadat, kesenian dan pariwisata, serta 
tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan 
baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang terhadap 
sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. 
4. Menfasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana objek pariwisata 
yang meliputi penataan objek wisata, peningkatan sarana akomodasi 
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pariwisata dan perlindungan kebudayaan pariwisata, serta promosi 
pariwisata. 
5. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait 
dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebudayaan 
dan pariwisata. 
6. Menyusun rencana tahunan atau Renja untuk kelanjutan program dan 
kegiatan tahun berikutnya. 
4.3.5. Struktur Organisasi   
Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Palopo berdasarkan Perda Nomor : 03  Tahun 2008, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas  
b. Bagian Tata Usaha , terdiri atas :  
1. Subag Penyusun Program 
2. Subag Umum dan Kepegawaian 
3. Subag Keuangan  
c. Bidang Sarana dan Usaha Pariwisata, terdiri atas : 
1. Seksi Pengembangan Sarana 
2. Seksi Pengembangan Usaha Wisata 
3. Seksi Pengembangan Objek Wisata 
d. Bidang Promosi dan Penyuluhan Wisata, terdiri atas : 
1. Seksi Promosi Wisata 
58 
 
 
 
 
2. Seksi Atraksi Wisata 
3. Seksi Penyuluhan Wisata 
e. Bidang Pengembangan Seni, terdiri atas : 
1. Seksi Pengembangan Seni 
2. Seksi Sarana Kesenian 
3. Seksi Hiburan 
f. Bidang Budaya dan Adat Istiadat, terdiri atas : 
1. Seksi Adat Istiadat  
2. Seksi Museum, Monumen dan Purbakala 
3. Seksi Peninggalan Sejarah 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, sesuai 
bidang keahliannya dan kebutuhan, tetapi sampai sekarang belum ada 
kelompok jabatan fungsional bidang kebudayaan dan pariwisata, belum diisi 
sesuia kebutuhan, karena belum ada petunjuk teknis mengenai kedudukan 
dan fungsi serta hak dan kewajiban pegawai dalam kelompok jabatan 
fungsional bidang kebudayaan dan pariwisata. 
1. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : 
a. Menyusun program / kegiatan rutin dan berkala bidang tata usaha. 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi. 
59 
 
 
 
 
c. Membimbing pelaksanaan penerimaan surat, dan informasi. 
d. Mengarahkan surat – surat masuk kepada bidang dan seksi. 
e. Melaksanaan pembinaan kepegawaian. 
f. Mengkooordinasikan pengadaan barang dan kebutuhan kantor. 
g. Mengkoordinasikan pengelolahan administrasi keuangan. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 
2. Tugas Sub Bagian Penyusunan Program, terdiri dari : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan kantor. 
b. Menyusun laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan kantor. 
c. Membuat RKA, DPA dan Lakip. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabag Tata Usaha. 
3. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas : 
a. Menerima surat masuk dan keluar. 
b. Melakukan agenda dan arsip surat masuk dan surat keluar. 
c. Menyusun jadwal perjalanan dinas. 
d. Menyusun rencana pengadaan barang umum kantor. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bagian Tata 
Usaha. 
4. Tugas Sub Bagian Keuangan, terdiri atas : 
a. Menyusun rencana belanja rutin kantor. 
b. Melakukan pengelolahan administrasi keuangan. 
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c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, rutin, berkala dan 
tahunan. 
d. Mengatur dan Mengontrol penggunaan dana sesuai pos yang 
ditentukan. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
5. Tugas Bidang Sarana Dan Usaha Pariwisata, terdiri atas : 
a. Mendata sarana dan usaha parwisata. 
b. Mengkoordinasi perkembangan sarana objek dan usaha pariwisata. 
c. Menyiapkan perizinan sarana dan usaha pariwisata. 
d. Memantau dan Mengevaluasi pengelolahan sarana dan usaha 
pariwisata. 
e. Mengkoordinasi pendataan organisasi profesi yang bergerak di bidang 
pariwisata. 
f. Melakukan pengarahan terhadap seksi – seksi dibawahnya. 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
6. Tugas Seksi Pengembangan Sarana Wisata, terdiri atas : 
a. Mendata sarana dan prasarana wisata serta potensinya. 
b. Membuat deskripsi atas sarana dan prasarana wisata. 
c. Memantau pelaksanaan pengembangan sarana pariwisata. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
7. Tugas Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata, terdiri atas : 
a. Mendata usaha pengembangan pariwisata. 
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b. Memfasilitasi perizinan pengembangan usaha pariwisata. 
c. Memantau pelaksanakan pengembangan usaha  pariwisata. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
8. Tugas Seksi Objek Wisata, terdiri atas : 
a. Mendata semua objek wisata. 
b. Melaksanakan perizinan terhadap objek wisata. 
c. Memantau kegiatan pengelolahan objek wisata. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
9. Tugas Bidang Promosi, Atraksi Dan Penyuluhan Wisata, terdiri atas : 
a. Melakukan promosi wisata. 
b. Melaksanakan atraksi wisata. 
c. Melaksnakan penyuluhan dan perlindungan wisata. 
d. Menyiapkan informasi lingkup mengenai jasa pariwisata. 
e. Pegadaan brosur audio visual dan media publikasi lainnya. 
f. Melakukan publikasi terhadap kegiatan atraksi wisata. 
g. Membuat peta objek lokasi wisata. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
10. Tugas Seksi Promosi Wisata, terdiri atas : 
a. Melaksanakan promosi wisata. 
b. Menyediakan informasi lengkap mengenai pariwisata yang 
dipromosikan. 
c. Pengadaan bahan poromosi visual dan publikasi lainnya. 
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d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 
11. Tugas Seksi Penyuluhan Wisata, terdiri atas : 
a. Menyiapkan  bahan penyuluhan wisata. 
b. Sosialisasi Sapta Pesona Wisata. 
c. Mengevaluasi pengelolahan kunjungan wisata. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 
12. Tugas Seksi Atraksi Wisata, terdiri atas : 
a. Melakukan atraksi wisata. 
b. Melakukan publikasi terhadap atraksi wisata. 
c. Mengkoordinir pendataan berbagai atraksi wisata. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
13. Tugas Bidang Pengembangan Seni, terdiri atas : 
a. Mengkoordinir pelaksanaan kesenian. 
b. Membuat deskripsi atas pelaksanaan kesenian. 
c. Melakukan pembenahan terhadap kelompok seni tradional. 
d. Melakukan pengkajian terhadap nilai – nilai seni. 
e. Merencanakan kegiatan pembinaan terhadap kelompok kesenian. 
f. Melestariakan kesenian trasidional. 
g. Menyiapkan bahan penbinaan yang dibutuhan dalam membina seni. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
14. Tugas Seksi Pengembangan Seni, terdiri atas : 
a. Mengumpulkan dan menyusun data seni. 
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b. Membina dan memantau pengembangan seni. 
c. Memberikan sosialisasi pelaksanan pelestarian seni tradisional. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
15. Tugas Seksi Sarana Kesenian, terdiri atas : 
a. Mendata sarana kesenian. 
b. Membina pengelolah sarana kesenian. 
c. Mengevaluasi pengelolah sarana kesenian. 
d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. 
16. Tugas Seksi Hiburan, terdiri atas : 
a. Mendata berbagai hiburan dan konser. 
b. Memberikan perizinan tentang pelaksanaan konser atau pentas seni. 
c. Menyusun laporan terhadap pelaksanaan hiburan. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
17. Tugas Bidang Budaya Dan Adat Istiadat, terdiri atas : 
a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan budaya dan adat 
istiadat. 
b. Pemantauan dan evaluasi acara budaya dan adat istiadat. 
c. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Budaya. 
d. Melakukan kerjasama dengan organisasi terkait pagelaran budaya. 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kepada budaya dan adat istiadat. 
f. Melakukan pengkajian terhadap nilai – nilai budaya dan adat istiadat. 
g. Melakukan Pembinaan terhadap lembaga adat. 
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h. Melakukan tugas lain diberikan oleh atasan. 
18. Tugas Seksi Pengembangan Budaya dan Adat Istiadat, terdiri atas : 
a. Menyusun rencana kegiatan pelestarian adat  istiadat. 
b. Mengumpulkan dan Melestarikan dokumen adat istiadat. 
c. Pembinaan lembaga adat istiadat. 
d. Pengembangan pelestarian adat istiadat. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
19. Tugas Seksi Museum, Monumen dan Purbakala, terdiri atas : 
a. Menata Museum dan Monumen. 
b. Melayani kunjungan ke museum. 
c. Memelihara isi museum. 
d. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan. 
20. Tugas Seksi Peninggalan Sejarah, terdiri atas : 
a. Menggali sejarah budaya dari adat luwu. 
b. Membuat dan melestarikan cerita rakyat Tana Luwu. 
c. Menjaga dan melestarikan situs budaya Tana Luwu. 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Palopo dapat dilihat pada lampiran 1.  
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4.3.6. Tujuan 
Tujuan utama pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah 
Kota palopo, yaitu Terselenggaranya peningkatan dan mempertahankan pola 
relasi keragaman budaya, serta  optimalisasi potensi destinasi wisata, 
adapun rinciannya sebagai berikut :  
1. Mewujudkan pariwisata Kota Palopo terkemuka di Indonesia. 
2. Mewujudkan Pariwisata berbasis alam dan budaya yang kreatif dan 
inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah. 
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu 
mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 
4. Meningkatkan produk domestic regional bruto, pendapatan asli 
daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan  tetap memelihara 
kelestarian lingkungan. 
5. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisienn untuk 
meningkatkan citra pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya 
sehingga menarik kunjungan wisata. 
6. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan 
perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang 
pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan 
kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian 
dan pemberdayaan masyarakat. 
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7. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola 
pariwisata yang mampu mensinegikan pembangunan destinasi 
pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara 
professional, efektif dan efisien.  
4.3.7. Sasaran 
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam 
bentuk terakhir dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 
tahun, sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan 
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang 
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus Peraturan Daerah dalam 
Penyusunan Program dan kegiatan yang bersifat spesifik terinci, terukur dan 
dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian 
dari proses rencana strategis (Renstra) denga fokus utama berapa tindakan 
dan alokasi sumber daya organisasi yang akan dilaksanakan. 
Sasaran utama dalam mengembangkan misi Dinas Kebudayan dan 
Pariwisata Kota Palopo adalah Meningkatkan keberlangsungan pola 
hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda dan 
bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi.  Adapun 
rinciannya sebagai berikut : 
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1. Terdepannya pariwisata kota palopo yang bertumpu pada adat budaya 
tanah luwu dan unggul di Indonesia. 
2. Terciptanya berbagai inovasi jenis daya tarik wisata. 
3. Tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang representatif. 
4. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif, yang dikelola secara 
sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh 
pelaku wisata. 
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun 
mancanegara. 
6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan daerah. 
7. Terwujudnya pariwisata berbasis alam dan budaya yang kreatif dan 
inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah. 
8. Meningkanya produk domestic regional bruto, pendapatan asli daerah, 
dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian 
lingkungan. 
9. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk 
meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi wisata daerah. 
10. Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan 
perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang 
pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan 
kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian 
dan pemberdayaan masyarakat. 
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11. Terwujudnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata 
yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, 
efektif dan efisien. 
12. Terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas 
pembangunan Daerah. 
13. Terciptanya sumberdaya manusia pariwisata yang handal dan 
professional. 
14. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung terciptanya 
sapta pesona. 
4.4. Gambaran Umum Objek Pariwisata di Kota Palopo 
Palopo, merupakan kota yang memiliki keragaman budaya dan tradisi 
yang selalu menarik untuk diperhatikan. Tidak hanya itu, kota yang terletak di 
ujung utara Propinsi Sulawesi Selatan itu, berjarak 362 km dari Makassar, 
juga memiliki sejumlah lokasi wisata budaya dan alam yang potensial untuk 
dikembangkan.  
Adapun objek wisata yang ada di Kota Palopo yang merupakan objek 
penelitian yang terdiri dari wisata alam dan wisata budaya : 
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a. Wisata Budaya 
1. Rumah Adat Langkanae 
Terdapat beberapa bangunan gedung bersejarah yang memiliki histori 
bagi masyarakat Palopo dan kawasan Luwu. Salah satunya adalah Istana 
Datu Luwu atau Langkanae. Lokasi rumah adat ini kerap digunakan sebagai 
tempat kegiatan sanggar budaya dan kegiatan adat lainnya. Bentuknya yang 
bertingkat melambangkan susunan tata sosial yang ada dalam masyarakat. 
2. Museum Batara Guru 
Diresmikan pada tanggal 26 juli 1971 oleh Bupati Luwu saat itu Andi 
Achmad. Beliau adalah salah seorang ahli waris dari Raja Luwu. Tujuan 
didirikannya museum ini adalah untuk melestarikan warisan budaya Kerajaan 
Luwu agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Gedung museum 
Batara Guru yang didirikan pada tahun 1920 ini merupakan bekas Istana raja 
Luwu Museum Batara Guru mempunyai koleksi prasejarah seperti, heraldika, 
keramik, etnografi, naskah, numismatik, dan foto. 
b. Wisata Alam 
1. Pantai Labombo 
Berjarak 2 Km dari pusat kota Palopo. Hamparan pasir yang putih 
dilengkapi dengan fasilitas  objek wisata yang menunjang kegiatan liburan 
bisa membuat wisatawan tertarik berakhir pekan ditempat ini. Terdapat Flying 
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Fox, sarana Outbond, Air Shop Gun, katinting/perahu untuk memancing, dan 
berbagai fasilitas lainnya. Di pantai ini juga terdapat replica taman safari yang 
terdiri dari berbagai macam patung hewan yang semakin menambah daya 
tarik wisatawan.  
2. Wisata Alam Latuppa 
Latuppa yang berada sekitar 5 km dari pusat kota Palopo merupakan 
salah satu tujuan wisata dari warga baik itu dari kota Palopo sendiri maupun 
dari daerah sekitarnya. Kawasan ini juga menjadi dan sumber mata air 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo. Berada di ketinggian 
sekitar 200 meter dari permukaan laut  dikenal sebagai penghasil buah-
buahan, terutama durian dan rambutan. Di tempat ini memiliki air terjun 
hingga tiga tingkat dan nuansa pegunungan yang sejuk. Jika musim buah, 
sepanjang jalan kita akan menyaksikan pemandangan berjejernya pohon 
durian, rambutan dan langsat. 
3. Kawasan Bukit Sampoddo 
Merupakan lokasi wisata alam di mana kita dapat menikmati eksotis 
kota Palopo yang terbingkai dalam tiga dimensi, yakni nuansa pegunungan, 
daratan dan daerah pesisir dengan sekali pandang. Tempat ini terkenal 
dengan kawasan jajanan jagung di kota Palopo. 
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4. Pantai Songka 
Daerah pantai berpotensi pula untuk dikembangkan sebagai daerah 
wisata. Di Kecamatan Wara Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari 
kecamatan kota, yaitu Kecamatan Wara, terdapat Pantai Songka yang 
terkenal dengan pantai pasir putihnya, sangat menarik untuk daerah wisata. 
4.5. Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi 
Daerah di Kota Palopo 
Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan 
terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang 
saling mempengaruhi. Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam 
implementasinya, sebelum kebijakan dijalankan perlu dilakukan terlebih 
dahulu penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek 
yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Mulai dari potensi yang dimiliki 
daerah setempat, adat istiadat, kebiasaan hidup masyarakat sekitar lokasi 
pariwisata, kepercayaan yang dianutnya, sampai dengan kebiasaan dan 
tingkah laku wisatawan yang direncanakan akan tertarik untuk berkunjung ke 
daerah tujuan wisata yang siap dikembangkan. 
Otonomi daerah diharapkan terjadi revitalisasi dan pemberdayaan 
daerah yang lebih tepat dan sesuai dengan kehendak masyarakat secara 
proporsional. Pemerintah setempat diharapkan mampu mengartikulasikan 
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kepentingan dan merumuskan kebijakan serta mengambil kebijakan secara 
tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengembangan 
terhadap potensi yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan 
pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. 
Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh 
kota palopo, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Salah satu unsur yang 
mendapat perhatian adalah dengan adanya kesepakatan antar pemerintah 
dalam pengembangan dan tujuan wisata . 
Sesuai dengan pernyataan diatas, Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir Ismu mengatakan bahwa : 
“Palopo merupakan salah satu daerah tujuan wisata, karena dari 8 
kabupaten/kota di sulawesi selatan, salah satunya kota palopo masuk 
dalam MOU (Memorandum Of Understanding) kesepakatan walikota, 
bupati dan gubernur dalam rangka kerja sama di bidang 
pengembangan dan tujuan wisata di sulawesi selatan”. (Wawancara 
pada tanggal 06 Januari 2014) 
Kesepakatan antar pemerintah dalam pengembangan dan tujuan 
wisata tersebut, maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata dalam pengembangan potensi objek pariwisata di Kota 
Palopo yakni : 
4.5.1. Promosi dan Pengembangan Objek Wisata 
Pariwisata sebagai salah satu produk pelayanan khusus mencakup 
beberapa hal spesifik yang harus dipahami dengan baik jika suatu usaha 
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pariwisata ingin memaksimalkan potensinya untuk sukses. Jumlah wisatawan 
yang melakukan kunjungan wisata merupakan faktor pengukur dalam menilai 
berhasil atau tidaknya pembangunan pariwisata di suatu daerah utamanya 
model promosi dan pengembangan wisatanya. 
Promosi wisata sendiri yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Palopo dalam memperkenalkan objek wisata yang berada 
dalam wilayah Kota Palopo dilakukan dengan berbagai cara. Kepala Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir Ismu mengatakan 
bahwa : 
“Sekarang ini kita punya website, tiap tahunnya kita mengeluarkan 
brosur-brosur, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan pameran , 
pertukaran budaya ke beberapa daerah, selain itu ada juga melalui 
media seperti tv, surat kabar, majalah, disitulah tempat kami 
mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di kota palopo”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
 
Hal serupa diungkapkan Ibu Lily selaku Kepala Bidang Promosi dan 
Pengembangan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palopo, 
mengatakan bahwa : 
“Kami telah melakukan berbagai hal dalam memperkenalkan atau 
mempromosikan objek wisata di Kota Palopo, melalui media-media 
cetak seperti brosur, koran, melalui internet, website, kami juga 
melakukan promosi langsung seperti ikut kegiatan pameran dan expo”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Promosi wisata tidak hanya dengan menjual objek wisata yang ada, 
tetapi sasaran strategisnya adalah kepuasan pengunjung dan pelanggan 
setia, strategi harus terpadu dan berkualitas untuk mencapai target pasar. 
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Promosi tidak sekedar membuat brosur atau memasang iklan saja, perlu 
dipikirkan strategi yang matang agar wisatawan tertarik datang dan tidak 
bosan untuk mengunjunginya kembali. 
4.5.2. Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Palopo 
 SDM merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya 
keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya 
saing tinggi dalam berbagai aspek akan mendukung peningkatan 
pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan budaya. 
 Setiap tahap dalam elemen pariwisata memerlukan sumber daya 
manusia yang handal dan berkompeten untuk menggerakkannya. Dalam 
pengembangan kepariwisataan sumber daya manusia menjadi bagian yang 
sangat penting karena sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu 
faktor penggerak dalam upaya pengembangannya. Hal ini sesuai dengan 
yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 
Palopo, Muh. Ansir Ismu, mengatakan bahwa : 
“Upaya yang telah kita lakukan dalam mengembangkan SDM di dinas 
kebudayaan dan pariwisata ini berupa pembekalan semua staf atau 
personil dinas pariwisata dan kebudayaan, pelatihan-pelatihan, training 
dan studi banding ke kota-kota yang juga terkenal dalam dunia 
kepariwisataannya maupun dari luar negeri, kami pun belajar dari 
mereka yang telah sukses dalam dunia pariwisata”. (Wawancara pada 
tanggal 06 Januari 2014)   
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 Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan dinilai dari kualitas, 
kuantitas, dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan yang 
kompetitif kepada para wisatawan. Model pengembangan sumber daya 
manusia yang dilakukan di dinas pariwisata dan kebudayaan adalah dengan 
cara memberikan pelatihan-pelatihan kepariwisataan, pembimbingan, 
workshop pengembangan SDM, dan studi banding ke beberapa daerah yang 
sukses dalam mengembangkan kepariwisataannya. 
4.5.3. Bekerjasama Dengan Pihak Swasta 
Mengelola pariwisata merupakan wujud kerjasama antara pemerintah 
daerah, masyarakat setempat, dan investor. Jika daerah sukses 
mengembangkan pengelolaan wisata yang kreatif, maka dapat membuka 
lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya pemasukan 
daerah yang bertambah, namun juga tingkat pengangguran dapat 
diminimalisir. Apabila kondisi tersebut dapat diciptakan maka akan terbangun 
kondisi sadar bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan bukan objek 
sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri. 
Tiga pilar dalam pembangunan saat ini adalah pemerintah, swasta dan 
masyarakat. Pelibatan pihak swasta dalam pengembangan sektor potensial 
di daerah perlu mendapat dukungan. Hal ini dikarenakan keterbatasan baik 
sumber daya manusia maupun biaya yang dimiliki oleh pemerintah. 
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Pariwisata sebagai salah satu urusan pilihan daerah harus mendapat 
perhatian khusus dalam pengelolaannya. Adapun pihak diluar disbudpar 
yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata, seperti masyarakat sekitar 
lokasi wisata yang diberdayakan sebagai petugas penjaga pintu masuk 
kawasan wisata dan pihak swasta seperti CV.Vista yang saat ini sudah 
dipihak ketigakan oleh pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Pantai 
Labombo. Hal ini mendapat pembenaran dari Bapak Ansir Ismu selaku 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, bahwa : 
“Beberapa objek wisata alam dan budaya tetap dikelolah oleh 
pemerintah, ada juga dikelolah oleh pihak swasta seperti pantai 
labombo yang saat ini ditangani oleh CV.Vista, tetapi kontribusi dari 
pengelolaan itu tetap masuk ke pemerintah kota kemudian pelayanan-
pelayanan terkait hal itu tetap dikerjasamakan oleh pemerintah dan 
pihak swasta”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014)  
Hal serupa dengan pernyataan Ibu Aifah, Kepala Bidang Budaya  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo mengatakan bahwa : 
“Dinas pariwisata dan kebudayaan itu berkoordinasi  atau 
bekerjasama dengan 3 kabupaten seluwu raya dalam anggaran yang 
tiap tahunnya untuk biaya renovasi maupun revitalisasi dan 
pemeliharaan pada cagar budaya atau wisata budaya di kota palopo”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Pihak lain seperti swasta juga turut bekerjasama dalam 
mempromosikan objek wisata di Kota Palopo. Ibu Lily selaku Kepala Bidang 
Promosi dan Pengembangan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Palopo, mengatakan bahwa : 
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“Kami melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti PHRI 
(Persatuan Hotel Republik Indonesia), pihak swasta ASITA Palopo, 
bahkan instansi seperti penanaman modal juga terkait ketika mereka 
mencari investor, disitulah mereka memperkenalkan dan 
mempromosikan objek-objek wisata di Kota Palopo”. (Wawancara 
pada tanggal 06 Januari 2014) 
Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi objek wisata yang 
ada di Kota Palopo, sebagian besar masih dikelola sendiri oleh pemerintah 
kota dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hanya objek Pantai 
Labombo yang pengelolaannya bekerjasama dengan pihak lain yaitu CV. 
Vista. Kondisi di Labombo sendiri sudah sangat berkembang dibanding objek 
wisata alam lainnya, baik dari segi kebersihan maupun fasilitas dalam 
kawasan pantai. Pantai yang beberapa tahun lalu sangat jarang dikunjungi 
wisatawan kini berubah drastis menjadi kawasan yang memiliki daya tarik 
untuk dikunjungi.  
Fasilitas seperti flying fox, out bond, taman bermain, gazebo, maupun 
miniatur satwa belum ditemukan beberapa waktu lalu ditempat tersebut dan 
kebersihannya pun jauh lebih terjaga. Untuk masalah rertribusi masuk 
Labombo sendiri pihak pengelola memasang tarif sebanyak sebanyak Rp. 
10.000,00 per orang. 
Pihak swasta seperti ASITA Palopo, PHRI, dan instansi seperti 
penanaman modal, telah bekerjasama dengan Disbudpar Palopo dalam 
mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kota Palopo. 
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4.5.4. Analisis Dampak Langsung Bagi Masyarakat Terhadap 
Objek Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah   
Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang mampu meningkatkan 
kemampuan finansial kawasan konservasi sebagai modal kegiatan 
konservasi, meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 
kawasan pariwisata, serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan arti 
pentingnya upaya konservasi alam. 
Perputaran uang akan meningkat dengan adanya kunjungan para 
wisatawan baik domestik maupun non domestik, hal ini tentu akan 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan penerimaan devisa 
negara, pendapatan daerah, serta dampak langsung yang dirasakan bagi 
masyarakat sekitar objek wisata seperti membuka lapangan pekerjaan, 
memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan 
sehari-hari  dengan cara berdagang atau menjual jajanan khas kota palopo, 
menawarkan produk kerajinan tangan lokal di kawasan objek wisata.  
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu mengatakan bahwa : 
“Objek wisata ditengah-tengah masyarakat maka akan sangat 
menguntungkan bagi mereka, jadi kita mengajak masyarakat untuk 
menjaga, melestarikan, jangan merusak objek wsiata yang telah ada, 
sehingga dengan adanya objek-objek wisata di kota palopo secara 
langsung akan mempengaruhi ekonomi, perputaran uang, perbankan, 
hotel, rumah makan atau restaurant, pasar, pedagang kaki lima atau 
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pedagang yang berjualan di sekitaran objek wisata. Mereka bisa 
membentuk kelompok-kelompok kerajinan tangan lalu dijual dan 
menawarkan makanan khas kota palopo yang menambah pendapatan 
sehari-hari mereka”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Anti yang merupakan masyarakat sekitar objek wisata Pantai 
Labombo, mengatakan bahwa:  
“Sangat bermanfaat dengan adanya pantai labombo ini karena secara 
langsung dapat menambah penghasilan saya sehari-hari dengan cara 
menjual makanan dan minuman bagi para pengunjung”. (Wawancara 
pada tanggal 05 Januari 2014)  
Hal serupa diungkapkan Wawan sebagai petugas kebersihan objek 
wisata budaya di Rumah Adat Langkane dan Museum Batara Guru 
mengatakan bahwa : 
“Sehari-hari pekerjaan saya membersihkan rumah adat dan museum 
tersebut, saya disini bekerja digaji oleh dinas pariwisata dan 
kebudayaan dan baru 5 bulan saya bekerja disini, gaji tersebut 
sangatlah bermanfaat bagi saya dan alhamdullillah mencukupi 
kebutuhan saya sehari-hari. Selain sebagai petugas kebersihan 
kadang-kadang jika ada pengunjung lokal kami yang memandu 
mereka untuk melihat bangunan prasejarah ini”. (Wawancara pada 
tanggal 04 Januari 2014) 
Ada beberapa alasan di luar faktor ekonomis yaitu yang bersifat non 
ekonomis dalam pengembangan pariwisata. Salah satu contoh adalah dalam 
rangka mempertahankan kelestarian kebudayaan masyarakat setempat, 
keindahan alam serta menyamakan persepsi seluruh komponen masyarakat 
akan ke arah mana pariwisata dikembangkan.  
Kegiatan pengembangan pariwisata di kawasan konservasi mampu 
memberikan efek ganda terhadap pengembangan ekonomi rakyat dalam 
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bentuk pemberian peluang usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat 
sekitar objek wisata. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa 
penyediaan pusat interpretasi dan pengunjung, mengurus pembagian 
penghasilan dengan sebagian dari biaya masuk lokasi wisata dialokasikan 
untuk masyarakat lokal, serta menanam pepohonan, memelihara jalur 
setapak, dan membangun toko atau warung untuk menjual makanan, 
minuman, dan souvenir dan menjadi pemandu wisata lokal bagi wisatawan 
atau pengunjung di objek wisata Kota Palopo. 
Pariwisata sangat berarti bagi masyarakat lokal. Karena pariwisata  
memberikan suatu peluang yang mana bisa membuka lapangan kerja, 
menambah pendapatan masyarakat dari pembelanjaan wisatawan, 
mempromosikan budaya masyarakat lokal ke mancanegara, melestarikan 
lingkungan sekitar. Untuk itu dengan adanya pengembangan pada suatu 
objek wisata sebagai daerah tujuan wisata maka akan mendatangkan 
beberapa keuntungan tersebut.  
Analisis pengembangan potensi objek pariwisata dalam pelaksanaan 
otonomi daerah di Kota Palopo dapat dilihat pada matriks 1. 
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Matriks 1 
Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 
di Kota Palopo 
No Model 
Pengembangan 
Potensi 
Pariwisata 
Upaya Yang Telah 
Dilakukan  
Analisis 
(1) (2) (3) (4) 
1. Promosi dan 
Pengembangan 
Objek Wisata 
 
1. Tiap tahun 
mengeluarkan 
brosur 
2. Website 
3. Mengikuti 
kegiatan 
pameran 
4. Pertukaran 
budaya 
5. Media seperti 
tv, surat kabar, 
majalah 
Promosi dan 
pengembangan objek 
wisata tidak sekedar 
membuat brosur atau 
memasang iklan saja, 
perlu dipikirkan strategi 
yang matang agar 
wisatawan tertarik datang 
dan tidak bosan untuk 
mengunjunginya kembali. 
 
 
2. Sumber Daya 
Manusia Pada 
Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 
Kota Palopo 
 
1. Pembekalan 
semua staf 
atau personil 
dinas 
pariwisata dan 
kebudayaan 
 
2. Pelatihan/Traini
ng 
 
3. Studi Banding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model pengembangan 
sumber daya manusia 
yang dilakukan di dinas 
pariwisata dan 
kebudayaan adalah 
dengan cara memberikan 
pelatihan-pelatihan 
kepariwisataan, 
pembimbingan, workshop 
pengembangan SDM, 
dan studi banding ke 
beberapa daerah yang 
sukses dalam 
mengembangkan 
kepariwisataannya. 
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(1) (2) (3) (4) 
3. Bekerjasama 
Dengan Pihak 
Swasta 
 
 
1. CV.Vista 
 
2. PHRI 
 
3. ASITA Palopo 
CV.Vista sendiri telah 
dipihak ketigakan oleh 
pemerintah dalam 
pengelolaan objek wisata 
alam Pantai Labombo, 
sedangkan pihak PHRI 
dan ASITA Palopo 
bekerjasama dalam 
memperkenalkan atau 
mempromosikan objek 
pariwisata di Kota Palopo. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Dampak 
Langsung Bagi 
Masyarakat  
Terhadap Objek 
Pariwisata 
Dalam 
Pelaksanaan 
Otonomi Daerah   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Menyediakan 
fasilitas tempat 
berdagang 
 
2. Pemandu 
Wisata Lokal 
(guide) 
 
3. Membangun 
toko atau 
warung untuk 
menjual 
makanan, 
minuman, 
maupun 
souvenir. 
 
 
Pariwisata sangat berarti 
bagi masyarakat lokal. 
Karena pariwisata  
memberikan suatu 
peluang yang mana bisa 
membuka lapangan kerja, 
menambah pendapatan 
masyarakat dari 
pembelanjaan wisatawan, 
mempromosikan budaya 
masyarakat lokal ke 
mancanegara, 
melestarikan lingkungan 
sekitar. Untuk itu dengan 
adanya pengembangan 
pada suatu objek wisata  
sebagai daerah tujuan 
wisata maka akan 
mendatangkan beberapa 
keuntungan tersebut. 
 
Sumber : Hasil analisis data primer, 2014. 
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4.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Potensi Objek 
Pariwisata di Kota Palopo 
Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek 
yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Dalam 
mengimplementasikan sebuah kebijakan, tidak akan terlepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor  
atau hambatan yang dihadapi dalam pengembangan potensi objek pariwisata 
di Kota Palopo dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut : 
4.6.1. Faktor Pendukung 
4.6.1.1. Letak Yang Cukup Strategis 
Kota Palopo memiliki lokasi objek wisata yang strategis, dekat dari 
ibukota Kota Palopo yang menjadi pusat segala aktivitas dan keramaian 
menjadi salah satu modal utamanya dalam industri pariwisata, Kota Palopo 
juga dilalui oleh koridor lalu lintas antar daerah yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang melewati jalur darat dan diharapkan dapat menjadi tempat 
persinggahan untuk berwisata bagi orang-orang yang akan ke berbagai 
daerah.  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu mengatakan bahwa : 
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“Lokasi yang cukup strategis juga turut memberikan pengaruh yang 
sangat besar bagi perkembangan pariwisata di Kota Palopo. Kita 
memiliki obyek wisata alam yang sangat baik yang dapat disuguhkan 
bagi para pengunjung”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
 
Pak Legiman yang merupakan salah satu pengunjung Pantai Labombo 
mengatakan bahwa : 
“Saya dari lamasi Luwu Utara yang sudah dua kali datang ke objek 
wisata ini,  dan objek ini saya dengar dari orang-orang dan media 
seperti internet dan surat kabar, saya senang datang kesini karena 
tempatnya yang strategis, dekat dari jantung Kota Palopo dan mudah 
dijangkau, selain tempatnya strategis memang keindahan alam disini 
memang bagus, fasilitasnya juga sudah memadai seperti gazebo-
gazebo, rumah makan, wc umum, dan keindahan pantai”. (Wawancara 
pada tanggal 05 Januari 2014) 
 
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kota Palopo didukung 
dari segi lokasi yang sangat strategis yaitu berada di dekat Ibukota Kota 
Palopo yang menjadi pusat keramaian dan menghubungkan jalur-jalur antara 
daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui jalur darat 
sehingga dapat dijadikan tempat persinggahan sejenak untuk berwisata dan 
melepas kepenatan dalam perjalanan bagi orang-orang yang melalui Kota 
Palopo. 
4.6.1.2. Budaya  
Perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem 
desentralistik sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Tentang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi 
terjadinya perubahan terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya 
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bangsa. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menempatkan peran 
Pemerintah yang semula merupakan operator tunggal dalam pelestarian 
warisan budaya, selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator 
dalam pelestarian warisan budaya. Disamping itu, otonomi daerah 
memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam 
upaya pelestarian warisan budaya, dengan harapan bahwa warisan budaya 
sebagai sumber daya budaya harus dapat memberikan manfaat yang lebih 
besar bagi kesejahteraan masyarakat. 
Rumah Adat Langkanae dan Museum Batara Guru merupakan objek 
wisata budaya yang berusaha dirawat dan dilestarikan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo untuk ditawarkan kepada para 
wisatawan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang 
Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Ibu Aifah 
mengatakan bahwa : 
“Upaya dalam mempertahankan warisan budaya, kami melakukan 
pemeliharaan yang sudah ada anggaran tiap tahunnya. Selain itu, 
keaslian Rumah Adat Langkanae dan Museum Batara Guru masih 
terjaga keasliannya karena objek tersebut masuk dalam daftar cagar 
budaya dan saat ini objek wisata tersebut lagi dalam tahap renovasi”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Pak Naswir yang merupakan petugas kebersihan sekaligus tukang 
bangunan, mengatakan bahwa : 
”Museum batara guru saat ini sedang dalam kondisi perbaikan begitu 
juga dengan rumah adat langkanae, perbaikan ini dilakukan dari bulan  
86 
 
 
 
 
februari tahun lalu dan Insya Allah akan rampung pada tahun ini”. 
(Wawancara pada tanggal 05 Januari 2014) 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini telah merencanakan untuk 
5 tahun kedepan yang ingin menjadikan Kota Palopo sebagai icon terbaik 
pada wisata alam dan wisata budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir Ismu selaku Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan mengatakan bahwa : 
“Rencana 5 tahun kedepannya ini, saya ingin menjadikan kota palopo 
sebagai icon terbaik, terkemuka untuk wisata alam dan wisata budaya 
di indonesia timur, terlebih dahulu saya ingin mencoba di sulawesi 
selatan, karena modal saya adalah di wisata budaya yang memiliki 
kerajaan luwu yang tertua di sulawesi selatan, ada juga mesjid jami 
yang merupakan mesjid peninggalan sejarah yang tertua di sulawesi 
selatan, ada 25 cagar budaya di kota palopo yang merupakan aset 
wisata yang sementara ini untuk kedepannya kita mau menjadikan 
cagar budaya tersebut sebagai cagar budaya yang terlindungi”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Perjalanan sejarah Kota Palopo  yang panjang mulai jaman 
prasejarah, jaman kerajaan kuno hingga jaman kolonial beserta peninggalan-
peninggalannya dan kondisi geografis Kota Palopo yang mempunyai wilayah 
kawasan pantai dan darat serta keberadaan suku, bangsa dan agama 
menambah kekayaan serta memberikan pengaruh yang besar tehadap 
kebudayaan masyarakat setempat sehingga melahirkan bentuk-bentuk 
kebudayaan berupa tari-tarian dan ritual-ritual dengan nuansa agraris dan 
bahari yang turut menambah daya tarik wisata khususnya wisata budaya di 
Kota Palopo.  
87 
 
 
 
 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Muh. Ansir Ismu 
mengatakan bahwa : 
“Pementasan seni dan tari itu akan menjadi program triwulan dimana hal 
ini sesuai dengan program Wali Kota Palopo yang menginginkan 
adanya peningkatan dan pembinaan generasi muda untuk lebih 
memahami budaya asli Luwu. Festival seni dan tari merupakan salah 
satu bentuk pelestarian nilai-nilai budaya Luwu yang cukup dikenal 
selama ini”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
 
Hal serupa dengan pernyataan Ibu Aifah selaku Kepala Bidang Budaya 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo mengatakan bahwa : 
“Kami ingin agar festival seni budaya dan tari di Luwu Raya ini terus 
berkembang, dengan adanya festival atau pagelaran seni, kami 
harapkan setiap tahun kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan. 
Bahkan, dengan pelaksanaan festival budaya dan seni tari yang 
menjadi agenda setiap pelaksanaan perayaan HPRL (Hari Pahlawan 
Rakyat Luwu) ini diharapkannya Disbudpar Provinsi ikut 
mempromosikan ke Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, 
serta ke mancanegara tentang agenda tahunan di Luwu Raya ini”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Kerajaan Luwu adalah satu dari tiga kerajaan besar di Sulsel dan 
pusat kerajaan Luwu ada di Palopo. Yang dimana dulunya bekas istana raja 
Luwu didalamnya terdapat Rumah Adat Langkanae dan Museum Batara 
Guru yang saat ini dijadikan objek wisata budaya dan masuk dalam daftar 
cagar budaya Kota Palopo. Sehingga objek wisata tersebut telah berusaha 
dirawat dan dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo 
untuk ditawarkan kepada para wisatawan. 
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4.6.1.3. Sarana dan Prasarana 
Pengembangan dalam dunia pariwisata tidak cukup sekedar 
membangun objek wisata, pariwisata juga terkait dengan ketersediaan 
fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, perbankan, bandara, terminal, 
pelabuhan laut dan travel agent. Diharapkan dengan perencanaan yang 
sinergi dengan seluruh elemen pariwisata, membuat para wisatawan merasa 
nyaman dan berminat mengunjungi kembali objek-objek wisata tersebut. 
Tersedianya fasilitas pendukung pariwisata yang ada merupakan salah satu 
faktor yang mendukung berkembang dan berjalan lancarnya sektor 
pariwisata daerah.  
Kota Palopo sendiri ketersediaan prasarana penunjang tersebut sudah 
memadai. Jalan yang ada di Kota Palopo untuk menuju lokasi wisata yang 
ada sebagian besar telah diaspal dan layak untuk dilewati kendaraan baik 
roda dua maupun roda empat. Untuk kondisi listrik sendiri di Palopo sudah 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu mengatakan bahwa : 
“Sarana dan prasarana pariwisata seperti penginapan, rumah 
makan/restoran, travel dan perbankan di Kota Palopo sudah cukup 
lengkap, hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata semuanya ada di 
pusat kota apalagi kita punya bandara dan terminal angkutan umum 
dan semua obyek wisata yang ada di Kota Palopo ini bisa di akses 
dengan lancar oleh kendaraan roda dua maupun roda empat”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
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Pemerintah Kota Palopo juga menyiapkan fasilitas pendukung lainnya 
seperti satgas penyelamat dan puskesmas yang ada pada objek wisata. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo, Muh. 
Ansir Ismu mengatakan bahwa : 
“Pemerintah kota juga menyiapkan sarana dan prasarana di objek-
objek wisata seperti satgas penyelamat dan puskesmas terdekat jika 
ada pengunjung yang memerlukan bantuan medis. Keamanan sekitar 
pun kami jaga dengan melibatkan pemuda-pemuda sekitar objek, 
pihak kepolisian dan babinsa.” (Wawancara pada tanggal 06 Januari 
2014) 
Pak Rizal pihak dari CV.Vista yang merupakan petugas pantai 
Labombo mengatakan bahwa : 
“Sarana dan prasarana yang kami tawarkan disini seperti mushollah, 
wc umum, rumah makan, outbound, sarana renang lainnya, ada juga 
yang menyerupai kolam tetapi tetap air laut yang khusus dibuatkan 
untuk anak-anak, jadi bagi para pengunjung tidak perlu khawatir lagi 
jika anak-anaknya ingin merasakan air pantai labombo, panggung 
pentas seni diatas laut, selain itu ada juga gazebo yang disewakan 
seharga 150 ribu rupiah dengan alat pembakaran”. (Wawancara pada 
tanggal 05 Januari 2014) 
Sarana dan prasarana kepariwisataan adalah fasilitas dan perusahaan 
yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung 
maupun tidak langsung dan kehidupannya tergantung kepada kedatangan 
wisatawannya. Sarana kepariwisataan ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan 
baik dari segi kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan wisatawan. Untuk mendukung pencapaian yang lebih baik perlu 
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adanya kemampuan pengelolaan yang memadai sesuai dengan kondisi 
objek dan kebutuhan pengunjung. 
Analisis faktor pendukung dalam pengembangan potensi objek 
pariwisata di Kota Palopo dapat dilihat pada matriks 2. 
Matriks 2 
Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Potensi Objek Pariwisata di 
Kota Palopo 
No Faktor 
Pendukung 
Upaya Yang Telah 
Dilakukan  
Analisis  
(1) (2) (3) (4) 
1. Letak Yang 
Cukup 
Strategis 
 
1. Lokasi objek wisata 
yang dekat dari 
ibukota Kota Palopo. 
2. Merupakan koridor 
lalu lintas antar 
daerah-daerah yang 
ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan 
yang melewati jalur 
darat. 
3. Menjadi tempat 
persinggahan untuk 
berwisata bagi 
orang-orang yang 
akan ke berbagai 
daerah melewati 
Kota Palopo. 
Kota Palopo didukung dari 
lokasi objek wisata yang 
dekat dari Ibukota Kota 
Palopo yang menjadi 
pusat keramaian dan 
menghubungkan jalur-
jalur antara daerah lain 
yang ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang 
melalui jalur darat 
sehingga dapat dijadikan 
tempat persinggahan 
sejenak untuk berwisata 
dan melepas kepenatan 
dalam perjalanan bagi 
orang-orang yang melalui 
Kota Palopo. 
2. 
 
 
 
 
 
 
Budaya 
 
 
 
 
 
 
1. Mempertahankan 
keasliannya 
2. Melestarikan 
3. Merawat 
4. Masuk dalam daftar 
cagar budaya 
5. Pagelaran Festival  
Kerajaan Luwu adalah 
satu dari tiga kerajaan 
besar di Sulsel dan pusat 
kerajaan Luwu ada di 
Palopo. Yang dimana 
dulunya bekas istana raja 
Luwu didalamnya terdapat  
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Sumber : Hasil analisis data primer, 2014. 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
budaya, seni dan 
tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
Rumah Adat Langkanae 
dan Museum Batara Guru 
yang saat ini dijadikan 
objek wisata budaya dan 
masuk dalam  
daftar cagar budaya Kota 
Palopo. Sehingga objek 
wisata tersebut telah 
berusaha dirawat dan 
dilestarikan oleh Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Palopo. 
3. Sarana dan 
Prasarana 
 
1. Penginapan/Hotel 
2. Rumah 
makan/restoran 
3. Travel  
4. Perbankan  
5. Bandara 
6. Terminal angkutan 
umum  
7. Bisa di akses 
dengan kendaraan 
roda dua maupun 
roda empat. 
8. Satgas penyelamat 
dan puskesmas 
Keamanan sekitar 
dijaga dengan 
melibatkan pemuda 
sekitar objek wisata, 
pihak kepolisian dan 
babinsa. 
Sarana kepariwisataan ini 
harus tetap dijaga dan 
ditingkatkan baik dari segi 
kualitas dan kuantitasnya 
sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan 
wisatawan. Untuk 
mendukung pencapaian 
yang lebih baik perlu 
adanya kemampuan 
pengelolaan yang 
memadai sesuai dengan 
kondisi objek dan 
kebutuhan pengunjung. 
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4.6.2. Faktor Penghambat 
4.6.2.1. Potensi Yang Belum Dikelola Secara Serius 
Kota Palopo memiliki objek wisata seperti Rumah Adat Langkanae, 
Museum Batara Guru, Bukit Sampoddo’, Pantai Songka, Pantai Labombo 
dan Latuppa’ yang jika dikelola dengan baik dan serius oleh pemerintah 
daerah dapat menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata daerah dan 
otomatis akan berdampak bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke 
daerah selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, tentunya 
menambah pendapatan asli daerah dari jumlah kunjungan wisatawan. Jika 
semua potensi objek wisata dikelola dengan baik dan tidak terfokus pada 
pengembangan beberapa objek unggulan saja seperti Pantai Labombo, 
maka akan banyak menarik para wisatawan dan wisatawan yang berkunjung 
akan merasa nyaman dan senang berada di daerah tersebut. 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu mengatakan bahwa: 
“Pengembangan potensi objek wisata di kota palopo tentunya ada 
hambatan, dalam membuat program wisata itu tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, dikerjakan secara bertahap dan 
mendiskusikan hal-hal yang kurang pada objek-objek wisata, kita 
belajar dari kota-kota yang sudah sukses, melakukan studi banding 
dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Karena 
keterbatasan dari segala aspek sehingga sekarang hanya terfokus 
pada pengembangan objek wisata yang menjadi andalan di Kota 
Palopo, tetapi kedepannya objek wisata yang lain juga akan tetap kami 
kelola dengan sebaik mungkin”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 
2014)  
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Pak Madil yang merupakan masyarakat sekitar objek wisata Pantai 
Songka, mengatakan bahwa : 
“Saya sangat bersyukur dengan adanya objek tersebut yang dapat 
membantu penghasilan sehari-hari saya sebagai petani rumput laut di 
pantai tersebut, namun saat ini pantai tersebut belum dikelolah dengan 
baik oleh pemerintah terbukti dengan lingkungan sekitar yang masih 
banyak sampah berserahkan, rumput-rumput liar, belum ada aktifitas 
seperti halnya objek wisata pantai labombo”. (Wawancara pada 
tanggal 07 Januari 2014) 
 
Hasil wawacara di atas dapat diketahui bahwa Kota Palopo memiliki 
potensi objek wisata seperti Rumah Adat Langkanae dan Museum Batara 
Guru, wisata alam antara lain, Wisata Alam Latuppa, Pantai Songka, Pantai 
Labombo, dan Bukit Sampoddo, namun potensi-potensi wisata ini belum 
sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik dan serius, karena 
keterbatasan berbagai macam aspek dalam mengelola potensi tersebut dan 
hanya terfokus pada pengembangan objek wisata yang menjadi unggulan 
daerah. 
4.6.2.2. Promosi Dan Pengembangan Pariwisata Yang Masih 
Kurang 
Salah satu yang menjadi kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Palopo dalam mengembangkan sektor Pariwisata daerah adalah masih 
kurangnya upaya promosi dan pengembangan pariwisata yang dilakukan, 
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara 
94 
 
 
 
 
dengan Ibu Lily selaku Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palopo, mengatakan bahwa : 
“Promosi dan pengembangan pariwisata di Kota Palopo pada 
dasarnya kami sudah laksanakan atau dijalankan, hanya saja dalam 
melakukan promosi belum ada inovasi-inovasi baru untuk 
mempromosikan objek-objek wisata Kota Palopo sehingga promosi 
wisata menjadi terbatas dan cenderung hanya menggunakan model 
promosi wisata yang dari tahun ketahun hampir sama seperti melalui 
media cetak maupun elektronik”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 
2014) 
Promosi dan pengembangan pariwisata yang kurang dan terbatas 
akan berdampak langsung bagi pengembangan kepariwisataan suatu daerah 
terutama dalam jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun wisatawan 
asing. Berdasarkan wawancara dengan Asrul yaitu pengunjung Pantai 
Labombo, mengatakan bahwa : 
“Saya mengetahui objek wisata Pantai Labombo karena selama ini 
orang-orang sering membicarakan objek wisata ini, bukan hanya 
Pantai Labombo saja, Latuppa seringkali menjadi bahan bicara 
tetangga saya jika mereka sudah mengunjunginya, jadi informasi yang 
saya tahu hanya lewat orang-orang saja”. (Wawancara pada tanggal 
05 Januari 2014) 
Ira merupakan pengunjung objek wisata Bukit Sampoddo’ mengatakan 
bahwa : 
“Saya mampir disini hanya karena melihat banyaknya penjual jagung 
dan makanan lainnya, selain itu panorama disini memang sangat 
indah dan nyaman, dan ternyata tempat ini merupakan salah satu 
objek wisata yang ada di Kota Palopo”.  (Wawancara pada tanggal 07 
Januari 2014)  
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Pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa upaya promosi 
dan pengembangan pariwisata di Kota Palopo yang dilakukan belum 
maksimal karena pelaksanaannya masih terbatas. Sementara itu model 
promosi dan pengembangan pariwisata belum ada inovasi-inovasi baru dan 
cenderung tetap memakai model promosi dari tahun sebelumnya yang 
dilakukan dengan promosi melalui media cetak, elektronik, dan melakukan 
kerja sama dengan beberapa pihak swasta. Belum maksimalnya upaya 
promosi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
menyebabkan beberapa objek wisata daerah menjadi kurang dikenal oleh 
wisatawan.  
4.6.2.3. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam 
Bidang Kepariwisataan Masih Terbatas 
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam 
upaya pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia dalam bidang 
kepariwisataan harus memiliki keahlian dan memiliki keterampilan untuk 
memberikan pelayanan pariwisata serta menangani berbagai permasalahan 
kepariwisataan dan berbagai persoalan yang ada. 
Berhasilnya suatu pembangunan dan pengembangan sektor 
pariwisata di  Kota Palopo juga tergantung pada kemampuan para pelaksana 
yang bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat 
pelaksana pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Kebudayaan 
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dan Pariwisata Kota Palopo itu sendiri yang memiliki kewenangan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata. 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang didukung oleh tersedianya 
aparatur di bidang kepariwisataan, baik dari segi kuantitas maupun 
kualitasnya. Kondisi Aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas 
Kebudayaaan dan Pariwisata Kota Palopo sebanyak 28 Orang Pegawai PNS 
dan CPNS, selain itu ada juga Pegawai Tenaga Sukarela (PTS), sebanyak 
100 Orang, dan komposisi PNS berdasarkan Pangkat / Golongan, serta 
rincian jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan, PNS Berdasarkan 
Pangkat/Golongan dan Rincian Jabatan Struktural 
No Komposisi Pegawai 
Berdasarkan Pendidikan 
Komposisi PNS 
Berdasarkan 
Pangkat/Golongan 
Rincian Jabatan 
Struktural 
(1) (2) (3) (4) 
1 Pendidikan PNS PTS Pangkat/Golon
gan 
Jumlah Eselon Jabatan 
tersedia 
2 Strata 2 
(S2) 
6 - Golongan IV 3 Eselon II 
B 
1 
3 Strata 1 
(S1) 
8 10 Golongan III 19 Eselon III 
a 
1 
4 Diploma 3 
(D3) 
5 4 Golongan II 6 Eselon III 
b 
4 
5 SLTA 9 86   Eselon 
Iva 
15 
6 SLTP - -     
7 SD -      
8 Jumlah 28 100 Jumlah 28 Jumlah 21 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo 
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Kebutuhan dunia pariwisata Kota Palopo yang semakin berkembang 
saat ini, tentunya masih mengalami kekurangan sumber daya manusia di 
bidang kepariwisataan. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menempatkan 
tenaga lokal pendukung di bidang kepariwisataan pada industri pariwisata di 
Kota Palopo belum ditunjang oleh kesiapan keterampilan dan keahlian, 
seperti penguasaan bahasa-bahasa asing serta ketrampilan tentang bidang 
kepariwisataan lainnya yang belum profesional.  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu yang mengatakan bahwa : 
“Pengembangan kualitas SDM saat ini memang kami akui sebagai 
kelemahan kami di bidang pariwisata dan kebudayaan, tetapi kami 
telah membuat suatu program renstra 5 tahun kedepannya yang 
semua personil, staf dinas pariwisata dan kebudayaan kota palopo 
melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian kursus bahasa asing, 
bahasa asing ini sangat penting, yang dimana di kantor ini hanya 
beberapa orang saja yang lancar dalam bahasa inggris, saya ingin 
kedepannya apabila ada penerimaaan pekerjaan atau mutasi, test 
pertamanya adalah mampu berbahasa inggris agar kami memiliki 
personil maupun staf yang semuanya mampu berbahasa asing yang 
sangat memudahkan kami di bidang pariwisata dan kebudayaan”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palopo juga menggunakan tenaga 
kerja lokal seperti kelompok mahasiswa dan terkadang menyewa guide dari 
luar kota untuk mendampingi para wisatawan asing. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. 
Ansir Ismu bahwa :  
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”SD Aparatur Disbudpar memang masih kurang dan terbatas, dikantor 
kami ini hanya beberapa orang saja yang bisa berbahasa inggris, 
itupun bahasa inggrisnya masih standart-standart saja, mungkin yang 
bisa kita andalakan memang kelompok-kelompok mahasiswa, dan 
terkadang kita pun menyewa guide dari luar kota untuk mendampingi 
para wisatawan asing”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa 
kualitas dan kuantitas pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih 
mengalami kekurangan tenaga kerja di dunia kepariwisataan, terlihat dari 
jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dan 
kebudayaan masih sedikit, yang cukup banyak adalah tenaga kerja sukarela. 
Penguasaan bahasa asing beberapa pegawai Disbudpar tersebut masih 
sangat kurang.  
Diperlukan adanya suatu upaya untuk lebih meningkatkan kualitas 
maupun kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, terutama 
untuk aparat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Palopo, sehingga 
upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah bisa 
terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. 
4.6.2.4. Anggaran Sektor Pariwisata Yang Terbatas 
Dana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi 
guna melakukan pembangunan. Pembangunan, pengembangan dan promosi 
sektor pariwisata merupakan suatu program pembangunan yang 
membutuhkan dana yang sangat besar, terutama di dalam pembangunan 
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objek wisata serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
pariwisata. 
Pengembangan kepariwisataan di Indonesia termasuk Kota Palopo, 
masih sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran dari APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sementara untuk anggaran 
yang diberikan tidak seutuhnya diperuntukkan untuk pengembangan wisata 
sendiri. Ada kegiatan atau kebutuhan lain di dinas pariwisata yang juga 
sangat bergantung dari anggaran tersebut. 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. Ansir 
Ismu mengatakan bahwa: 
“Anggaran yang disediakan untuk sektor pariwisata sangatlah 
terbatas, namun keterbatasan anggaran yang tersedia bukan menjadi 
hambatan bagi kita selaku pihak yang berkompeten untuk melakukan 
pengembangan pariwisata daerah”.  (Wawancara pada tanggal 06 
Januari 2014) 
Naswir salah seorang tukang bangunan di objek wisata budaya, 
mengatakan bahwa : 
”Perbaikan ini dilakukan dari bulan Februari tahun lalu dan Insya Allah 
akan rampung pada tahun ini. Di rumah adat sendiri tinggal dapurnya 
saja belum selesai. Kami memperbaiki ini secara bertahap jadi 
penyelesaiannya pun lama, tenaga kerja dan biaya bahan bangunan 
ataupun anggarannya masih terbatas”. (Wawancara pada tanggal 05 
Januari 2014) 
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan 
sektor Kepariwisataan di Kota Palopo ketersediaan anggaran menjadi salah 
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satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam pengembangan 
sektor kepariwisataan daerah yang dapat menghambat jalannya program-
program yang telah disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 
4.6.2.5. Sarana dan Prasarana Pariwisata di Objek-Objek 
Wisata Masih Kurang Memadai 
Ketersediaan sarana dan prasarana di objek wisata menjadi sesuatu 
yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal pengembangan sektor 
pariwisata suatu daerah karena sarana dan prasarana menjadi suatu hal 
penunjang bagi suatu objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Muh. Ansir Ismu mengatakan 
bahwa: 
“Terkait masalah fasilitas pun kami masih perlu menambah pada 
objek-objek wisata, seperti gazebo, wc umum, tempat ganti pakaian, 
dan sarana umum lainnya sehingga kebutuhan-kebutuhan pengunjung 
bisa mencukupi dan lebih nyaman berada pada objek wisata tersebut”. 
(Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Berdasarkan pengamatan dilapangan kondisi saranan dan prasarana 
penunjang pariwisata masih kurang seperti akses jalan menuju lokasi ada 
yang masih rusak dan berlubang di beberapa tempat seperti Wisata Alam 
Latuppa. Hal serupa dengan pernyataan Ibu Asni yang merupakan 
masyarakat sekitar, mengatakan bahwa : 
“Agar pengunjung selalu ramai sekiranya pemerintah lebih 
memperhatikan lagi kondisi objek wisata ini dengan memperbaiki atau 
menambah sarana dan prasarana sekitar objek, contohnya saja 
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jalanan masih ada yang berlubang dan berbahaya bagi pengunjung 
maupun bagi kami masyarakat setempat apalagi kondisi cuaca 
sekarang ini musim hujan, lampu-lampu jalan dan pos-pos keamanan, 
serta sarana dan prasrana lainnya yang dapat membantu peningkatan 
dalam objek wisata ini”. (Wawancara pada tanggal 06 Januari 2014) 
Hasil pengamatan dilapangan kondisi sekitar objek wisata budaya, 
kebersihannya masih kurang terjaga, banyaknya tumpukan kayu, daun kering 
yang berserahkan serta rumput liar. Serupa dengan hal tersebut, petugas 
kebersihan Pak Naswir mengatakan bahwa : 
“Sekarangkan lagi renovasi jadi lingkungan sekitar tampak kotor, 
tumpukan kayu dimana-mana, kami tidak bisa langsung membuang 
tumpukan kayu tersebut karena itu merupakan bukti kerja kami kepada 
pemerintah, takutnya pemerintah berfikir bahwa uangnya kami salah 
gunakan, sampah daun yang berguguran pun belum sempat kami 
bersihkan dan alat kebersihan kami juga terbatas”. (Wawancara pada 
tanggal 05 Januari 2014)                                                                                      
Hasil wawancara dan pengamatan dapat diketahui bahwa kondisi 
sarana dan prasarana pariwisata di Kota Palopo masih minim dan terbatas, 
hal ini terlihat jelas di obJek wisata Latuppa di kawasan km 10 air terjun, 
hanya ada 4 toilet, 2 toilet tersebut memakai tarif jasa tergantung dari 
kebutuhan pengunjung dan 2 toilet sisanya itu terlihat tergembok dan jarang 
digunakan, halaman sekitar juga sangat kotor dan kurang terjaga, serta 
kurangnya tempat untuk beristirahat bagi pengunjung.  
Kondisi yang sama juga terjadi di obyek wisata Pantai Labombo 
dimana terdiri dari 4 toilet yang dikenakan tarif jasa sesuai kebutuhan 
pengunjung dan area parkir juga masih kurang memadai sehingga terkadang 
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pengunjung memarkir kendaraannya diluar objek wisata. Sementara itu di 
objek-objek wisata yang lain belum ada fasilitas seperti di objek wisata Pantai 
Labombo dan wisata Latuppa. Selain pada objek wisata alam, kondisi di 
Rumah Adat Langkane dan Museum Batara Guru, lingkungan sekitar kurang 
terjaga, banyaknya tumpukan bekas kayu, sampah dan rumput-rumput liar 
yang sudah banyak di halaman sekitar Istana Datu Luwu tersebut. 
Analisis faktor penghambat dalam pengembangan potensi objek 
pariwisata di Kota Palopo dapat dilihat pada matriks 3. 
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Matriks 3 
Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Potensi Objek Pariwisata di 
Kota Palopo 
No Faktor 
Penghambat 
Upaya Yang Telah 
Dilakukan  
Analisis 
(1) (2) (3) (4) 
1. Potensi Yang 
Belum Dikelola 
Secara Serius 
 
1. Mendiskusikan hal-
hal yang kurang 
pada objek-objek 
wisata 
 
2. Dikerjakan secara 
bertahap 
 
3. Melakukan studi 
banding dan 
menyesuaikan 
dengan kondisi 
lingkungan yang 
ada 
 
Kota Palopo memiliki 
potensi objek wisata 
seperti Rumah Adat 
Langkanae dan Museum 
Batara Guru, wisata alam 
antara lain, Wisata Alam 
Latuppa, Pantai Songka, 
Pantai Labombo, dan Bukit 
Sampoddo, namun 
potensi-potensi wisata ini 
belum sepenuhnya dikelola 
oleh pemerintah daerah 
dengan baik dan serius, 
karena keterbatasan 
berbagai macam aspek 
dalam mengelola potensi 
tersebut dan hanya 
terfokus pada 
pengembangan objek 
wisata yang menjadi 
unggulan daerah. 
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(1) 
 
2. 
(2) 
 
Promosi Dan 
Pengembangan 
Pariwisata Yang 
Masih Kurang 
 
(3) 
 
1. Cenderung hanya 
menggunakan 
model promosi 
wisata yang dari 
tahun ketahun 
hampir sama 
seperti melalui 
media cetak 
maupun elektronik 
 
2. Menjalin kerja 
sama dengan 
beberapa pihak 
swasta 
(4) 
 
Upaya promosi dan 
pengembangan pariwisata 
di Kota Palopo yang 
dilakukan belum maksimal 
karena pelaksanaannya 
masih terbatas. Terbukti 
dengan model promosi dan 
pengembangan pariwisata 
belum ada inovasi-inovasi 
baru dan cenderung tetap 
memakai model promosi 
dari tahun sebelumnya 
yang dilakukan dengan 
promosi melalui media 
cetak, elektronik. Belum 
maksimalnya upaya 
promosi pariwisata yang 
dilakukan oleh Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata menyebabkan 
beberapa objek wisata 
daerah menjadi kurang 
dikenal oleh wisatawan.  
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(1) 
 
3. 
(2) 
 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Berkualitas Dalam 
Bidang 
Kepariwisataan 
Masih Terbatas 
 
(3) 
 
1. Membuat suatu 
program renstra 5 
tahun kedepannya 
yang semua 
personil, staf dinas 
pariwisata dan 
kebudayaan kota 
palopo melakukan 
pelatihan-pelatihan 
 
2. Kursus bahasa 
asing 
 
3. Memakai pemandu 
wisata lokal (guide) 
 
4. Kelompok 
mahasiswa di kota 
palopo 
(4) 
 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata masih 
mengalami kekurangan 
tenaga kerja di dunia 
kepariwisataan, terlihat dari 
jumlah pegawai yang 
memiliki latar belakang 
pendidikan pariwisata dan 
kebudayaan masih sedikit, 
yang cukup banyak adalah 
tenaga kerja sukarela. 
Penguasaan bahasa asing 
beberapa pegawai 
Disbudpar tersebut masih 
sangat kurang. Yang lebih 
menonjol adalah anak-
anak muda dan kelompok-
kelompok mahasiswa yang 
pada umunya bisa 
berbahasa asing seperti 
bahasa inggris dan bahasa 
jepang. 
4. Anggaran Sektor 
Pariwisata Yang 
Terbatas 
 
1. Anggaran dari 
APBD 
2. Tidak seutuhnya 
diperuntukkan 
untuk 
pengembangan 
wisata 
3. Keterbatasan 
anggaran yang 
tersedia bukan 
menjadi hambatan 
selaku pihak yang 
berkompeten untuk 
melakukan 
pengembangan 
pariwisata daerah 
Dalam pengembangan 
sektor Kepariwisataan di 
Kota Palopo, ketersediaan 
anggaran menjadi salah 
satu faktor penghambat  
yang sangat berpengaruh 
dalam pengembangan 
sektor kepariwisataan 
daerah yang dapat 
menghambat jalannya 
program-program yang 
telah disusun oleh Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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(1) 
 
5. 
(2) 
 
Sarana dan 
Prasarana 
Pariwisata di 
Objek-Objek 
Wisata Masih 
Kurang Memadai 
 
(3) 
 
1. Masih perlu 
menambah sarana 
dan prasarana 
pada objek-objek 
wisata, seperti 
gazebo, wc umum, 
tempat ganti 
pakaian, dan 
sarana umum 
lainnya sehingga 
kebutuhan-
kebutuhan 
pengunjung bisa 
mencukupi dan 
lebih nyaman 
berada pada objek 
wisata tersebut 
 
2. Melakukan 
perbaikan atau 
renovasi pada 
objek wisata 
Rumah Adat 
Langkanae dan 
Museum Batara 
Guru 
(4) 
 
Kondisi sarana dan 
prasarana pariwisata di 
Kota Palopo masih minim 
dan terbatas, hal ini terlihat 
jelas di objek wisata 
Latuppa di kawasan km 10 
air terjun, hanya ada 4 
toilet umum, 2 toilet 
tersebut memakai tarif jasa 
tergantung dari kebutuhan 
pengunjung dan 2 toilet  
lainnya itu terlihat 
tergembok dan jarang 
digunakan, halaman sekitar 
juga sangat kotor dan 
kurang terjaga, serta 
kurangnya tempat untuk 
beristirahat bagi 
pengunjung.  
Kondisi yang sama juga 
terjadi di obyek wisata 
Pantai Labombo dimana 
terdiri dari 4 toilet yang 
dikenakan tarif jasa sesuai 
kebutuhan pengunjung dan 
area parkir juga masih 
kurang memadai sehingga 
terkadang pengunjung 
memarkir kendaraannya 
diluar objek wisata. 
Sementara itu di objek-
objek wisata yang lain 
belum ada fasilitas seperti 
di objek wisata Pantai 
Labombo dan wisata 
Latuppa. Sumber : Hasil analisis data primer, 2014. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menguraikan hasil penelitian 
dan pembahasan mengenai pengembangan potensi pariwisata dalam 
pelaksanaan otonomi daerah di kota palopo, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Pengembangan potensi pariwisata dalam pelaksanaan otonomi 
daerah di Kota Palopo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah 
melakukan berbagai upaya seperti mempromosikan objek-objek wisata 
melalui berbagai media baik cetak seperti koran dan majalah wisata, 
maupun elektronik seperti stasiun televisi dan promosi langsung 
seperti ikut kegiatan pameran dan expo. Mengembangkan sumber 
daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo 
dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang epat dan 
efektif tentang kepariwisataan, workshop pengembangan SDM dan 
studi banding ke beberapa daerah yang sukses di bidang pariwisatas 
dan bekerjasama dengan pihak swasta baik itu dalam pengelolaan dan 
mempromosikan objek wisata. Selain itu dampak langsung yang 
dirasakan bagi masyarakat sekitar objek wisata seperti membuka 
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lapangan pekerjaan, memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar 
untuk menambah pendapatan sehari-hari  dengan cara berdagang 
atau menjual jajanan khas kota palopo, menawarkan produk kerajinan 
tangan lokal di kawasan objek wisata. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan potensi 
pariwisata adalah faktor pendukung yaitu lokasi yang cukup strategis, 
budaya, tersedianya sarana dan prasarana sedangkan faktor 
penghambat yaitu potensi yang belum dikelolah secara serius, promosi 
dan pengembangan pariwisata yang masih kurang, sumber daya 
manusia yang berkualitas dalam bidang kepariwisataan masih 
terbatas, terbatasnya anggaran sektor pariwisata, sarana dan 
prasarana pendukung di objek-objek wisata kurang memadai. 
5.2. Saran 
 
1. Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini pihak 
investor untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata daerah 
yang ada dikarenakan terbatasnya anggaran dan kemampuan 
Pemerintah Daerah untuk mengelola sektor Pariwisata, sehingga 
upaya pengembangan sektor pariwisata Kota Palopo yang dilakukan 
oleh Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhasil dengan 
maksimal dan berjalan dengan baik dan lancar 
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2. Dalam perekrutan atau penerimaan pegawai baru terutama untuk 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka Pemerintah Daerah perlu 
memperhatikan kualitas maupun pendidikan yang dimilikinya agar 
kemampuan para pelaksana di lapangan semakin baik dan memiliki 
inovasi-inovasi baru dalam mempromosikan objek-objek wisata Kota 
Palopo . 
3. Diperlukan adanya perhatian yang mendalam dari Pemerintah Daerah, 
khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar upaya 
pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan bisa memberikan 
hasil yang optimal dan bisa dijadikan sebagai salah satu sektor 
andalan daerah dan hendaknya memanfaatkan secara maksimal 
potensi-potensi wisata yang dimiliki, seperti adanya perbaikan dan 
peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata, serta perbaikan 
jalan menuju objek wisata. 
4. Peran serta dan partisipasi aktif masyarakat untuk turut menjaga 
keamanan dan kebersihan lingkungan objek wisata sangatlah 
dibutuhkan untuk lebih mengembangkan lagi sektor pariwisata daerah 
dan terjaganya citra daerah. 
5. Otonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika pemerintah yang 
pada prinsipnya memberikan peluang kepada masyarakat dan pihak 
swasta, pemerintah tidak diharapkan memegang kendali seutuhnya 
namun diharapkan sebagai fasilitator dan regulator. 
110 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku : 
Ali, Faried., Alam, Syamsu. 2011. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung : PT 
Rafika Aditama. 
 
Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. 
Yogyakarta : Liberty. 
 
Kaho, Josef Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik 
Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi 
penyelenggaraannya). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 
 
Pitana, I gede., Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : 
Andi. 
 
Rachman, Sjaiful. 2004. Pengembangan dan Otonomi Daerah, Realisasi 
Program Kabinet Gotong Royong. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. 
 
Radiawan, Hari., Soepono, Sri Saadah., dan Hartati. 1997/1998. 
Pengembangan Jaringan Ekonomi di Kawasan Pariwisata. Jakarta : 
CV Bupara Nugraha. 
 
Rasyid, Ryaas. 2003. Otonomi Daerah dan Demokrasi Bangsa. Jakarta : 
Yarsif Watampone. 
 
Sarjadi, Soegeng., Rinakit, Sukardi. 2004. Meneropong Indonesia 2020, 
Pemikiran dan Masalah Kebijakan. Jakarta : SSS 
 
Sarundajang. 2011. Babak Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta : Kata Hasta 
Pustaka. 
 
Sukandarrumidi. 2002. Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti 
Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 
 
Syarifudin,  Ateng. 1991. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II 
Dan Perkembangannya. Bandung : Mandar Maju. 
 
Wahab, Salah. 1992. Manajemen Kepariwisataan. Jakarta : PT Pradnya 
Paramita. 
 
111 
 
 
 
 
Yoeti, Oka A. 1982. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta : Angkasa Bandung. 
 
Perundang-undangan : 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang 
Kepariwisataan. 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan. 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang disempurnakan kembali melalui UU 
RI No. 12 Tahun 2008 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas. 
 
Data Online : 
 
UU Otonomi Daerah. http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah.html 
(diakses pada18 September 2013, pukul 00.17 wita) 
 
http://palopokota.blogspot.com/ 
(diakses pada 20 September 2013, pukul16.34 wita)  
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/b/b1/Peta_kota_palopo.jpg 
(diakses pada 23 september 2013, pukul 21.21 wita) 
 
Dokumen : 
Badan Pusat Statistik Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2013. 
Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palopo. 
Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 
Makassar 2013. 
 
 
112 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALOPO 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA DINAS 
SEKRETERIAT 
SUB BAGIAN UMUM 
DAN 
KEPEGAWAIAN 
 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 
PROGRAM 
BIDANG SARANA DAN 
USAHA PARIWISATA 
BIDANG PROMOSI DAN 
PENGEMBANGAN WISATA 
SEKSI PENGEMBANGAN 
SARANA 
SEKSI PENGEMBANGAN 
USAHA WISATA 
BIDANG PENGEMBANGAN SENI  
SEKSI PENGEMBANGAN SENI 
SEKSI SARANA KESENIAN 
SEKSI HIBURAN 
UPTD 
BIDANG BUDAYA DAN ADAT 
ISTIADAT 
SEKSI PENGEMBANGAN BUDAYA 
DAN ADAT ISTIADAT 
SEKSI MUSEUM, MONUMEN DAN 
PURBAKALA 
SEKSI PENINGGALAN SEJARAH 
SEKSI PROMOSI WISATA 
SEKSI PENGEMBANGAN DAN 
PENYULUHAN WISATA 
SEKSI ATRAKSI WISATA SEKSI OBJEK WISATA 
Lampiran 1 
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Lampiran 2 
 
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 
NO. 03 TAHUN 2008 
TENTANG 
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
TAHUN 2008 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALOPO 
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 22 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi Tanggung Jawab dan 
Kewenangannya. 
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Pasal 23 
Untuk Penyelenggaraan Sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan 
Daerah Ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Fungsi : 
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata  
2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang Kebudayaan dan Pariwisata  
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan dan 
Pariwisata  
4. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas  
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
Tugas dan Fungsinya. 
Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
Pasal 24 
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas : 
a. Kepala Dinas  
b. Sekertariat terdiri atas : 
1. Sub Bagian Umum dan Kebudayaan  
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagian Penyusunan Program  
c. Bidang Sarana dan Usaha Pariwisata terdiri atas : 
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1. Seksi Pengembangan Sarana  
2. Seksi Pengembangan Usaha Wisata  
3. Seksi Obyek Wisata  
d. Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata terdiri atas : 
1. Seksi Promosi wisata  
2. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Wisata  
3. Seksi Atraksi Wisata  
e. Bidang Pengembangan Seni terdiri atas  
1. Seksi Pengembangan Seni  
2. Seksi Sarana Kesenian  
3. Seksi Hiburan  
f. Bidang Budaya dan Adat Istiadat Terdiri Atas  
1. Seksi Pengembangan Budaya dan Adat Istiadat  
2. Seksi Museum, Monumen dan Purbakala  
3. Seksi Peninggalan Sejarah  
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
h. Kelompok Jabatan Fungsional  
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Lampiran 3 
Uraian Wawancara 
 
Narasumber : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Muh. 
Ansir Ismu 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan 
yang muncul 
diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
(2) 
Bagaimanakah 
upaya yang 
dilakukan oleh 
Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
dalam 
pengembangan 
potensi pariwisata 
di Kota Palopo, 
khususnya pada 
wisata alam dan 
wisata budaya? 
(3) 
Palopo merupakan salah satu 
daerah tujuan wisata, karena dari 
8 kabupaten/kota di sulawesi 
selatan, salah satunya kota 
palopo masuk dalam MOU 
(Memorandum Of 
Understanding) kesepakatan 
walikota, bupati dan gubernur 
dalam rangka kerja sama di 
bidang pengembangan dan 
tujuan wisata di sulawesi selatan. 
Dalam pengembangan tersebut 
upaya yang telah dilakukan 
seperti mempromosikan objek-
objek wisata dengan bekerja 
sama dengan pihak swasta serta 
peningkatan sumber daya 
aparatur Disbudpar Palopo. 
(4) 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana cara 
atau hal-hal yang 
telah dilakukan 
dalam 
mempromosikan 
objek wisata alam 
dan wisata budaya 
Kota Palopo? 
 
 
 
Sekarang ini kita punya website, 
tiap tahunnya kita mengeluarkan 
brosur-brosur, kita juga mengikuti 
kegiatan-kegiatan pameran, 
pertukaran budaya ke beberapa 
daerah, selain itu ada juga 
melalui media seperti tv, surat 
kabar, majalah, disitulah tempat 
kami mempromosikan potensi-
potensi wisata yang ada di kota 
palopo. 
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(1) (2) (3) (4) 
3. Upaya apa yang 
telah dilakukan 
Disbudpar Palopo 
dalam 
mengembangkan 
sumber daya 
aparaturnya? 
Upaya yang telah kita lakukan 
dalam mengembangkan SDM di 
dinas kebudayaan dan pariwisata 
ini berupa pembekalan semua 
staf atau personil dinas 
pariwisata dan kebudayaan, 
pelatihan-pelatihan, training dan 
studi banding ke kota-kota yang 
juga terkenal dalam dunia 
kepariwisataannya maupun dari 
luar negeri, kami pun belajar dari 
mereka yang telah sukses dalam 
dunia pariwisata 
SDM sangat 
penting dalam 
dunia 
pariwisata, 
menyangkut 
profesionalisme 
dalam 
memberikan 
pelayanan 
kepariwisataan 
kepada para 
pengunjung. 
4. Apakah ada pihak 
diluar Disbudpar 
yang bekerjasama 
dalam 
pengembangan 
objek wisata alam 
dan wisata budaya 
di Kota Palopo? 
Beberapa objek wisata alam dan 
budaya tetap dikelolah oleh 
pemerintah, ada juga dikelolah 
oleh pihak swasta seperti pantai 
labombo yang saat ini ditangani 
oleh CV.Vista, tetapi kontribusi 
dari pengelolaan itu tetap masuk 
ke pemerintah kota kemudian 
pelayanan-pelayanan terkait hal 
itu tetap dikerjasamakan oleh 
pemerintah dan pihak swasta 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana 
tanggapan bapak 
dengan adanya 
objek wisata 
ditengah-tengah 
masyarakat 
setempat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan adanya objek wisata 
ditengah-tengah masyarakat 
maka akan sangat 
menguntungkan bagi mereka, 
jadi kita mengajak masyarakat 
untuk menjaga, melestarikan, 
jangan merusak objek wsiata 
yang telah ada, sehingga dengan 
adanya objek-objek wisata di 
kota palopo secara langsung 
akan mempengaruhi ekonomi, 
perputaran uang, perbankan, 
hotel, rumah makan atau 
restaurant, pasar, pedagang kaki 
lima atau pedagang yang 
berjualan di sekitaran objek  
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(1) (2) (3) 
wisata. Mereka bisa membentuk 
kelompok-kelompok kerajinan 
tangan lalu dijual dan 
menawarkan makanan khas kota 
palopo yang menambah 
pendapatan sehari-hari mereka.  
 
(4) 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut bapak 
apakah yang 
menjadi faktor 
pendukung dalam 
pengembangan 
potensi pariwisata 
di Kota Palopo, 
khususnya wisata 
alam dan wisata 
budaya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lokasi yang cukup 
strategis juga turut 
memberikan pengaruh 
yang sangat besar bagi 
perkembangan pariwisata 
di Kota Palopo. Kita 
memiliki obyek wisata 
alam yang sangat baik 
yang dapat disuguhkan 
bagi para pengunjung. 
- Modal saya adalah di 
wisata budaya yang 
memiliki kerajaan luwu 
yang tertua di sulawesi 
selatan. 
- Sarana dan prasarana 
pariwisata seperti 
penginapan, rumah 
makan/restoran, travel 
dan perbankan di Kota 
Palopo sudah cukup 
lengkap, hotel, restoran, 
dan biro perjalanan wisata 
semuanya ada di pusat 
kota apalagi kita punya 
bandara dan terminal 
angkutan umum dan 
semua obyek wisata yang 
ada di Kota Palopo ini bisa 
di akses dengan lancar 
oleh kendaraan roda dua 
maupun roda empat. 
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(1) (2) (3) (4) 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut bapak apa 
yang menjadi 
faktor penghambat 
dalam 
pengembangan 
potensi objek 
pariwisata di Kota 
Palopo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dalam pengembangan 
potensi objek wisata di 
kota palopo tentunya ada 
hambatan, dalam 
membuat program wisata 
itu tidak semudah 
membalikkan telapak 
tangan, dikerjakan secara 
bertahap dan 
mendiskusikan hal-hal 
yang kurang pada objek-
objek wisata, kita belajar 
dari kota-kota yang sudah 
sukses, melakukan studi 
banding dan 
menyesuaikan dengan 
kondisi lingkungan yang 
ada. Karena keterbatasan 
dari segala aspek 
sehingga sekarang hanya 
terfokus pada 
pengembangan objek 
wisata yang menjadi 
andalan di Kota Palopo, 
tetapi kedepannya objek 
wisata yang lain juga akan 
tetap kami kelola dengan 
sebaik mungkin 
- Dalam pengembangan 
kualitas SDM saat ini 
memang kami akui 
sebagai kelemahan kami 
di bidang pariwisata dan 
kebudayaan, tetapi kami 
telah membuat suatu 
program renstra 5 tahun 
kedepannya yang semua 
personil, staf dinas 
pariwisata dan 
kebudayaan kota  
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Sumber : Hasil data primer, 2014. 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) (3) 
 
palopo melakukan 
pelatihan-pelatihan, 
kemudian kursus bahasa 
asing, bahasa asing ini 
sangat penting, yang 
dimana di kantor ini hanya 
beberapa orang saja yang 
lancar dalam bahasa 
inggris, saya ingin 
kedepannya apabila ada 
penerimaaan pekerjaan 
atau mutasi, test 
pertamanya adalah 
mampu berbahasa inggris 
agar kami memiliki 
personil maupun staf yang 
semuanya mampu 
berbahasa asing yang 
sangat memudahkan kami 
di bidang pariwisata dan 
kebudayaan. 
- Terkait masalah 
fasilitaspun kami masih 
perlu menambah pada 
objek-objek wisata, seperti 
gazebo, wc umum, tempat 
ganti pakaian, dan sarana 
umum lainnya sehingga 
kebutuhan-kebutuhan 
pengunjung bisa 
mencukupi dan lebih 
nyaman berada pada 
objek wisata tersebut. 
(4) 
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Narasumber : Kepala Bidang Budaya Disbudpar Palopo, Aifah Sstp, M.Si. 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan 
yang muncul 
diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
(2) 
Bagaimana 
upaya yang telah 
dilakukan dalam 
mempertahankan 
objek wisata 
budaya di Kota 
Palopo? 
(3) 
Dalam mempertahankan 
warisan budaya, kami 
melakukan pemeliharaan 
yang sudah ada 
anggaran tiap tahunnya. 
Selain itu, keaslian 
Rumah Adat Langkanae 
dan Museum Batara Guru 
masih terjaga 
keasliannya karena objek 
tersebut masuk dalam 
daftar cagar budaya dan 
saat ini objek wisata 
tersebut lagi dalam tahap 
renovasi. 
(4) 
2. Apakah ada 
pihak lain diluar 
Disbudpar yang 
bekerjasama 
dalam 
pengembangan 
objek wisata ini? 
Dinas pariwisata dan 
kebudayaan itu 
berkoordinasi  atau 
bekerjasama dengan 3 
kabupaten seluwu raya 
dalam anggaran yang 
tiap tahunnya untuk biaya 
renovasi maupun 
revitalisasi dan 
pemeliharaan pada cagar 
budaya atau wisata 
budaya di kota palopo 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana 
tanggapan ibu 
dengan adanya 
festival budaya 
yang 
dilaksanakan 
setiap hari 
pahlawan rakyat  
Kami ingin agar festival 
seni budaya dan tari di 
Luwu Raya ini terus 
berkembang, dengan 
adanya festival atau 
pagelaran seni, kami 
harapkan setiap tahun 
kegiatan semacam ini  
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(1) 
 
 
 
 
 
(2) 
 
luwu? 
 
 
 
 
(3) 
 
bisa dilaksanakan. 
Bahkan, dengan 
pelaksanaan festival 
budaya dan seni tari yang  
menjadi agenda setiap 
pelaksanaan perayaan 
HPRL (Hari Pahlawan 
Rakyat Luwu) ini 
diharapkannya Disbudpar 
Provinsi ikut 
mempromosikan ke 
Kementerian Parawisata 
dan Ekonomi Kreatif, 
serta ke mancanegara 
tentang agenda tahunan 
di Luwu Raya ini 
(4) 
 
 
 
 
 
    Sumber : Hasil data primer, 2014. 
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Narasumber : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata Disbudpar 
Palopo, Hj. Lily K. 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan 
yang muncul 
diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
(2) 
Upaya apa yang 
telah dilakukan 
Disbudpar dalam 
mempromosikan 
objek wisata di 
Kota Palopo? 
(3) 
Kami telah melakukan berbagai hal 
dalam memperkenalkan atau 
mempromosikan objek wisata di 
Kota Palopo, melalui media-media 
cetak seperti brosur, koran, melalui 
internet, website, kami juga 
melakukan promosi langsung seperti 
ikut kegiatan pameran dan expo 
(4) 
2. 
 
 
Apakah ada 
pihak diluar 
Disbudpar yang 
bekerjasama  
dalam 
mempromosikan 
objek wisata di 
Kota Palopo? 
Kami juga melakukan kerjasama 
dengan pihak lain seperti PHRI 
(Persatuan Hotel Republik 
Indonesia), pihak swasta ASITA  
Palopo, bahkan instansi seperti 
penanaman modal juga terkait ketika 
mereka mencari investor, disitulah 
mereka memperkenalkan dan 
mempromosikan objek-objek wisata 
di Kota Palopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Apa yang 
menjadi 
hambatan atau 
kendala 
Disbudpar dalam 
mempromosikan 
objek wisata di 
Kota Palopo? 
Promosi dan pemasaran pariwisata 
di Kota Palopo pada dasarnya kami 
sudah laksanakan atau dijalankan, 
hanya saja dalam melakukan 
promosi belum ada inovasi-inovasi 
baru untuk mempromosikan objek-
objek wisata Kota Palopo sehingga 
promosi wisata menjadi terbatas dan 
cenderung hanya menggunakan 
model promosi wisata yang dari 
tahun ketahun hampir sama seperti 
melalui media cetak maupun 
elektronik 
 
Sumber : Hasil data primer, 2014. 
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Narasumber : Muh. Rizal (Petugas Pantai Labombo) 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan yang 
muncul diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Sarana dan 
prasarana 
apa saja yang 
ada di objek 
wisata ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
Sarana dan prasarana yang 
kami tawarkan disini seperti 
mushollah, wc umum, rumah 
makan, outbound, sarana 
renang lainnya, ada juga 
yang menyerupai kolam tetapi 
tetap air laut yang khusus 
dibuatkan untuk anak-anak, 
jadi bagi para pengunjung 
tidak perlu khawatir lagi jika 
anak-anaknya ingin 
merasakan air pantai 
labombo, panggung pentas 
seni diatas laut, selain itu ada 
juga gazebo yang disewakan 
seharga 150 ribu rupiah 
dengan alat pembakaran 
(4) 
Pengunjung pantai 
labombo sekarang 
ini sudah ramai 
dibanding tahun lalu, 
pengunjung 
biasanya mengeluh 
karena banyak 
sampah 
berserahkan, saat ini 
lingkungan sekitar 
sudah baik dari 
sebelumnya, artinya 
sudah mulai bersih 
dan para 
pengunjung nyaman 
dan senang datang 
ketempat ini, disini 
buka dari jam 07.00 
pagi- 22.00 WITA. 
Sumber : Hasil data primer, 2014. 
Narasumber : Masyarakat Sekitar Objek Wisata 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan yang 
muncul diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Apa 
manfaat 
bagi anda 
dengan 
adanya 
objek 
wisata ini? 
 
 
 
(3) 
1. Ibu Anti : Sangat 
bermanfaat dengan 
adanya pantai labombo 
ini karena secara 
langsung dapat 
menambah penghasilan 
saya sehari-hari dengan 
cara menjual makanan 
dan minuman bagi para 
pengunjung. 
(4) 
1. Selain itu saya 
pun menikmati 
keindahan 
alam yang ada 
disini, jadi saya 
senang 
dengan 
adanya objek 
wisata ini.  
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(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
2. Wawan : Sehari-hari 
pekerjaan saya 
membersihkan rumah 
adat dan museum 
tersebut, saya disini 
bekerja digaji oleh dinas 
pariwisata dan 
kebudayaan dan baru 5 
bulan saya bekerja disini, 
gaji tersebut sangatlah 
bermanfaat bagi saya 
dan alhamdullillah 
mencukupi kebutuhan 
saya sehari-hari. Selain 
sebagai petugas 
kebersihan kadang-
kadang jika ada 
pengunjung lokal kami 
yang memandu mereka 
untuk melihat bangunan 
prasejarah ini. 
 
3. Pak Madil : saya sangat 
bersyukur dengan 
adanya objek tersebut 
yang dapat membantu 
penghasilan sehari-hari 
saya sebagai petani 
rumput laut di pantai 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
2. Baru-baru ini 
ada tourist dari 
perancis 
sekitar 40 
orang, mereka 
datang melihat 
bangunan 
prasejarah ini 
dan disini buka 
mulai dari jam 
07.00 pagi-
17.00 sore. 
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(1) (2) (3) (4) 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah 
ada saran 
anda untuk 
pemerintah 
tentang 
objek 
wisata ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ibu Anti : Saran saya 
bagi pemerintah maupun 
pihak pengelola lainnya 
agar lebih diperhatikan 
objek wisata ini.  
 
2. Pak Madil : Saat ini 
pantai tersebut belum 
dikelolah dengan baik 
oleh pemerintah terbukti 
dengan lingkungan 
sekitar yang masih 
banyak sampah 
berserahkan, rumput-
rumput liar, belum ada 
aktifitas seperti halnya 
objek wisata pantai 
labombo. 
 
3. Ibu Asni : Agar 
pengunjung selalu ramai 
sekiranya pemerintah 
lebih memperhatikan lagi 
kondisi objek wisata ini 
dengan memperbaiki 
atau menambah sarana 
dan prasarana sekitar 
objek, contohnya saja 
jalanan masih ada yang 
berlubang dan 
berbahaya bagi 
pengunjung maupun 
bagi kami masyarakat 
setempat apalagi kondisi 
cuaca sekarang ini 
musim hujan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil data primer, 2014. 
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Narasumber : Pengunjung Objek Wisata 
No Pertanyaan Pernyataan Pernyataan yang 
muncul diluar 
pertanyaan 
(1) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
Dari mana anda 
mengetahui 
objek wisata ini 
dan bagaimana 
tanggapan anda 
dengan objek 
wisata ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
1. Pak Legiman : Saya dari 
lamasi Luwu Utara yang 
sudah dua kali datang ke 
objek wisata ini,  dan objek 
ini saya dengar dari orang-
orang dan media seperti 
internet dan surat kabar, 
saya senang datang kesini 
karena tempatnya yang 
strategis, dekat dari 
jantung Kota Palopo dan 
mudah dijangkau, selain 
tempatnya strategis 
memang keindahan alam 
disini memang bagus, 
fasilitasnya juga sudah 
memadai seperti gazebo-
gazebo, rumah makan, wc 
umum, dan keindahan 
pantai. 
 
2. Pak Asrul : Saya 
mengetahui objek wisata 
Pantai Labombo karena 
selama ini orang-orang 
sering membicarakan 
objek wisata ini, bukan 
hanya Pantai Labombo 
saja, Latuppa seringkali 
menjadi bahan bicara 
tetangga saya jika mereka 
sudah mengunjunginya, 
jadi informasi yang saya 
tahu hanya lewat orang-
orang saja. 
 
 
(4) 
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(1) (2) 
 
 
 
(3) 
3. Ira : Saya mampir disini 
hanya karena melihat 
banyaknya penjual jagung 
dan makanan lainnya, 
selain itu panorama disini 
memang sangat indah dan 
nyaman, dan ternyata 
tempat ini merupakan 
salah satu objek wisata 
yang ada di Kota Palopo. 
(4) 
 
 
 
Sumber : Hasil data primer, 2014. 
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Gambar 1. Peta Kota Palopo 
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Gambar 2. Objek Wisata Budaya 
 
Museum Batara Guru 
 
Rumah Adat Langkanae 
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Gambar 3. Objek Wisata Alam 
 
 
                 Pantai Labombo        Wisata Alam Latuppa 
      
                 Pantai Songka     Bukit Sampoddo’ 
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Gambar 4. Wawancara dengan informan 
 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Muh. Ansir Wisnu 
 
 
Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata, Ibu Lily 
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Kepala Bidang Budaya, Ibu Aifah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pak Wawan, petugas kebersihan Rumah Adat Langkanae dan Museum 
Batara Guru 
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Pak Naswir, tukang bangunan Museum Batara Guru dan 
Rumah Adat Langkanae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Rizal, petugas objek wisata Pantai Labombo 
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Ibu Anti, pedagang di objek wisata alam Pantai Labombo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Legiman, pengunjung objek wisata Pantai Labombo 
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Ibu Ruppah, pedagang di Objek Wisata Bukit Sampoddo’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu Asni, pedagang sekitar objek wisata alam Latuppa 
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Gambar 5. Kondisi Objek Wisata Latuppa 
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Gambar 6. Kondisi Objek Wisata Pantai Labombo 
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Gambar 7.  Kondisi Objek Wisata Pantai Songka 
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Gambar 8. Kondisi Objek Wisata Bukit Sampoddo’ 
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Gambar 9. Kondisi Objek Wisata Rumah Adat Langkanae 
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Gambar 10. Kondisi Objek Wisata Museum Batara Guru 
 
 
 
 
 
